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K ATA PENGANTAR 


Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas 
berkat inayah dan taufig-Nya Direktorat Pemberdayaan Zakat 
telah dapat menerbitkan buku “Zakat, Ketentuan dan 
Permasalahannya”. Buku ini membahas dan menyajikan secara 
sekilas pengertian zakat, harta yang dikenai zakat, peraturan 
perundang-undangan tentang zakat, persyaratan dan pentingnya 
lembaga pengelolaan zakat, pengumpulan zakat oleh lembaga 
pengelolaan zakat serta regulasi pajak kaitannya dengan zakat. 


Zakat yang secara bahasa berarti bersih, suci, berkembang 
berfungsi signifikan membersihkan jiwa pelakunya dari sifat kikir, 
bakhil dan egoisme. Zakat merupakan salah satu rukun Islam 
yang lirna dan ia adalah ibadah ”mahdhah” dalam bidang materi. 
Karena Zakat termasuk ibadah mahdhah, maka dasar 
pensyari'atannya dikukuhkan al-Our'an dan al-Sunnah dengan 
banyak keterangan tambahan tentang himbauan, ajakan dan 
pahala balasan bagi yang melaksanakannya. 


Zakat mempunyai peranan penting sekali dalam 
pembangunan ekonomi kerakyatan apabila dikelola dengan baik, 
bahkan zakat dapat menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang kokoh 
jika ditangani dengan profesional disertai kesadaran penuh oleh 
para muzakki. Tetapi semua itu tidak akan berjalan tanpa adanya 
regulasi dari pemerintah guna terciptanya suasana harmonis. 


Untuk lebih mendukung terciptanya suasana kondusif dengan 
administrasi yang rapih, tertib dan amanah, maka pemerintah 
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pun mengatur pengelolaannya melalui Undang-undang RI No. 
38 Tahun 1999 dan keputusan Menteri Agama tentang 
pelaksanaan undang-undang tersebut. 


Penerbitan buku ini bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman dan wawasan para pihak yang terkait dengan 
pengumpulan zakat, dapat menjadi pedoman praktis dalam 
pengumpulan zakat dan pada akhirnya dapat terwujud presepsi 
yang sama bagi segenap pihak yang terkait dengan pengelolaan 
zakat pada umumnya. | 


Kami berharap, terbitnya buku ini dapat menambah referensi 
bagi para pengelola zakat dalam upaya meningkatkan kualitas 
pengelolaan yang profesional, amanah dan bertanggung jawab. 
Kami menyadari bahwa buku ini masih memerlukan 
penyempurnaan-penyempurnaan yang konstruktif, untuk itu 
kami sangat berterima kasih apabila ada kritik atau masukan- 
masukan yang bermanfaat untuk perbaikan dan penyempurnaan 
buku ini. 

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah ikut memberikan kontribusi 
pemikiran dalam penyusunan buku ini. 


Wassalam 
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GAMBARAN UMUM ZAKAT 


Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang secara pasti 
telah dikenal dalam ajaran agama. Barang siapa yang menunaikan 
zakat, berarti ia telah bebas dari masa taklif (pembebanan) di 
dunia, selamat dari siksa akhirat, dan memperoleh pahala 
menurut kadar kejujuran dan keikhlasannya. 


Zakat adalah istilah sesuatu (yang merupakan bagian dari hak 
Allah) yang diberikan seseorang kepada orang Jain yang berhak 
mendapatkannya. Ibadah ini disebut zakat karena di dalamnya 
terdapat harapan barakah, pembersihan jiwa, dan pengem- 
bangannya dengan kebaikan-kebaikan. Allah berfirman : 


u 
BA An nara ara na per nh 
BED) male J5 Ge a33 aka Bl pegal ja Ab 
Pa PN 2 PEN TA 

DG AK 

“Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah yang dapat 
mensucikan dan membersihkan mereka dan berdo'alah untuk mereka. 


Sesungguhnya don kamu adalah memberi ketenangan bagi mereka. Dan 
Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui" 
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Rasulullah SAW bersabda: 


“3 
Pn In aa) Kaka 554 An Y2 1y 3 Sa Pad AG 
Ia PA SN Una 
“Islam dibangun atas lima dasar, yaitu: bersaksi bahwa tiada Tuhan 
selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan 
Shalat, menunaikan Zakat, Melaksanakan Haji, dan berpuasa di bulan 
Ramadhan." 


Membayar Zakat harus dilakukan dengan segera tanpa boleh 
ditunda, karena zakat merupakan suatu hak yang mesti dibagikan 
pada manusia. Zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk 
membersihkan harta, baik harta perdagangan, tanaman, dan lain 
sebagainya yang mencapai satu nisab dan sampai pada waktu 
haul (satu tahun). 


Zakat adalah salah satu rukun Islam, oleh karena itu orang 
yang mengingkarinya secara mutlak atau mengingkari kadar 
zakat yang telah disepakati dianggap kafir, dan orang yang tidak 
mau menunaikannya boleh diperangi dan diambil zakat hartanya 
secara paksa. Ini sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah 
Abu Bakar dalam riwayat berikut: 


Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, 
dan sebagian orang arab menjadi kafir, lalu Umar berkata, 
“Mengapa anda mau memerangi orang? Pada hal Rasulullah 
telah bersabda, “Aku diperintah untuk memerangi manusia 
kecuali mereka mengucapkan “tiada tuhan selain Allah”. Maka 
Siapapun yang mengucapkannya, berarti darah, jiwa, dan 
hartanya dijaga kecuali menurut haknya, dan penghitungannya 
adalah atas Allah.” Lalu Abu Bakar menjawab, “Demi Allah aku 
akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dan 
zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah jika mereka 
enggan membayar inag yang telah mereka bayarkan kepada 
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Rasulullah, maka aku akan memeranginya karena keengganan 
tersebut." Lalu Umar berkata, “Demi Allah hal itu berarti Allah 
telah melapangkan hati Abu Bakar, lalu aku tahu, bahwa itulah 
yang benar.” 


PENGERTIAN ZAKAT 


Zakat mempunyai berbagai makna, berasal dari kata zaka, para 
ulama memberikan makna yang berbeda-beda. 


Pertama, Zakat bermakna at-Thahuru (membersihkan atau 
mensucikan), demikian menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam 
Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena 
Allah dan bukan karena dipuji manusia, Allah akan 
membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. 
Allah berfirman : 


“Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah yang dapat 
mensucikan dan membersihkan mereka dan berdo'alah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu adalah memberi ketenangan 
bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar dan Maha 
mengetahui” (at-Taubah/9 : 103) 


Kedua, bermakna al-Barakatu (berkah). Artinya, orang yang 
selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan 
keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan ini akan 
berdampak kepada keberkahan hidup. keberkahan ini lahir 
karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci bersih, 
sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan 
menunaikan zakat yang hakikatnya zakat itu sendiri berfungsi 
untuk membersihkan dan mensucikan harta. 


Ketiga, zakat bermakna an-Numuw, yang artinya tumbuh dan 
berkembang, demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Outaibah. 
Makna ini menegaskan bahwa, orang yang selalu menunaikan 
zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan 
berkembang. hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan 
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harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak 
pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan 
ikhlas karena Allah, kemudian mengalami masalah dalam harta 
dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, keru: gian 
usaha, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya mereka tampak 
tenang, damai, terhindar dari musibah dan bertambah rezekinya. 


“Dan suatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah SWT. 
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 
untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang 
melipat gandakan" (ar-Rum: 39) 


Dalam ayat ini Allah berfirman tentang zakat yang sebelumnya 
didahului dengan firman riba. Dengan ayat ini Allah Maha 
Pemberi Rizgi menegaskan bahwa riba tidak pernah melipat 
gandakan harta manusia, yang sebenarnya dapat melipat 
gandakannya adalah dengan menunaikan zakat. 


Keempat, zakat bermakna as-Shalahu (beres atau bagus). 
Artinya, orang yang selau menunaikan zakat, hartanya akan 
selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari 
masalah. Orang yang selalu ditimpa musibah atau masalah, 
misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain 
sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang 
merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta 
golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam al-Our'an. 


Lalu zakat sendiri berarti: sebagian harta (tertentu) yang telah 
diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang 
berhak menerimanya (at-Taubah/9 : 60) dengan kadar, harta dan 
lafaz tertentu, serta memenuhi syarat dan rukunnya. 


Jadi harta kekayaan yang dikeluarkan seseorang itu namanya 
zakat. karena harta atau kekayaan itu akan membersihkan 
mensucikan, membereskan, 'bertambah' dan mendatangkan 
keberkahan bagi pemiliknya. 
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Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau tali pengikat 
yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan 
hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin). 


Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia 
dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli 
sesama manusia, di mana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk 
mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia. Selain 
itu, zakat adalah bukti kongkrit ajaran Islam tentang persaudara- 
an dan ajang tolong menolong. Oleh karenanya, zakat mempunyai 
arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaan- 
nya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani 
pemungutan dan penyalurannya. 


Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai 
dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat 
memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama 
Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan 
dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di 
antara manusia, antara lain : 


1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum 
dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi 
kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka 
akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT. 


2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri 
orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi 
mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada 
uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya. 


3, Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurni- 
kan jiwa (Menumbuhkan akhlag mulia menjadi murah hati, 
peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil 
(kikir) serta serakah. 
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4. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana 
hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, 
damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi 
yang tentram, aman lahir batin. 


DASAR HUKUM ZAKAT 


Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima memiliki 
rujukan atau Jandasan kuat berdasar al-Our'an dan al-Sunnah. 
Berikut ini adalah diantara dalil-dalil yang memperkuat 
kedudukannya, 


1. Al-Our'an 


BA GE ikal oU AAU ESAI VJ 0 
del oo Djan Hp dapil pe $$ 3 Hub 


Wina he AG AI Ti ln 
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
Orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam 
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (OS: at-Taubah/9:60) 
BC 0. art LL 0. 


2 beNna Uh TPANGA IA 
Le yak IOI ea eh Ora 


$ 
Topi li Than AI 93 One Seal 
BIT AR ah Aang ON Shan BN 
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“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah 
dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (OS, at- 
bek, 


sp... 


Ol ana Jin Ep ae malik Sa pal ja ae 
Ora Paha 


“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu 
engkau membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya do'a engkau itu menjadi ketenteraman bagi 
jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." 


2. Dalil Sunnah 


. .. 


GEN Pa 5 Ka gag KAN JAN Kah 


mai 5 96: Haa 4 


Ya GE NY Ska: ya YEN Ga 33 pa 
KAA ya 3 Ka Pena Fu aka Fo dat 


(wd) 
“Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan 


menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar 
ra, ia berkata: Rasulallah SAW bersabda : Islam didirikan atas lima 
dasar yaitu: 
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Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah 

. Menegakan shalat 

Membayar zakat 

Menjalankan puasa Ramadhan dan 

5. Melaksanakan ibadah haji Pagi yang bakamannyuan. 


Sa SMA Ar HP FE sp 
yag UNAS AS YA 5 TANI Sa IS 


LN gk 
HP AAA Ip 2 AAN 


ip aa BAL yh dab Je Bp Wa 3S Tato ge 
An Aa Wah GA Gs 5 aa 


Gel 


Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz 
ke Yaman beliau berpesan: “Hai Muaz, engkau hendak mendatangi 
sekelompok kaum dari kalangan Ahli Kitab (di Yaman), maka mula- 
mula yang engkau harus lakukan adalah: 


1. Ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan 
aku Muhammad adalah utusan-Nya, 


P8 


“ 





2. Apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau, maka beritahu 
kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka 
Shalat lima kali sehari semalam, 


3. Setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, 
beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas 
mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari 
orang-orang kaya diantara mereka lalu diserahkan atau 
Bidistribusikan kepada orang-orang miskin mereka, 
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4. - Apabila mereka telah mentaati engkau, maka hendaklah engkau 
melindungi harta mereka, 


5. Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap do'a orang 
yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara do'a orang 
yang teraniaya dengan Allah: 


1. Ijma' 

Sepeninggal Nabi SAW dan tampuk pemerintahan 
dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan 
membayar zakat sehingga terjadi peristiwa “perang riddah”. 
Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap 
penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat 
yang kemudian menjadi ijma'. 


SYARAT WAJIB ZAKAT 


Harta yang wajib dizakati haruslah harta yang baik dan halal, 
Allah SWT berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 267 : 


“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih 
yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal 
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 
Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”. 

Dan dalil hadis dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang 
menguraikan bahwa sedekah atau zakat tidak akan diterima dari 
harta yang ghulul, dan tidak akan diterima pula kecuali dari hasil 
usaha yang halal dan bersih. 


Harta wajib zakat juga haruslah harta yang bernilai dan 
berpotensi berkembang. Dalam termonologi fighiyyah, menurut 
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Yusuf Oardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua 
macam: yaitu yang kongkrit dan tidak kongkrit. Yang kongkrit 
dengan cara dikembangkan, baik dengan investasi, diusahakan 
dan diperdagangkan. Yang tidak kongkrit, yaitu harta itu 
berpotensi untuk berkembang, baik yang berada ditangannya 
maupun yang berada ditangan orang lain tetapi atas namanya. 
Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang 
ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, 
alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak 
wajib dizakati kecuali menurut para ulama semua itu berlebihan 
dan di luar kebiasaan, maka dikeluarkan zakatnya. 


Seseorang tidak diwajibkan berzakat selama ia belum mampu 
memenuhi kewajiban pokoknya. Menurut para ulama yang 
dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika 
tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan 
dalam hidup. Para ulama telah memasukkan syarat ini sebagai 
syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang 
mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut 
dianggap mampu dan kaya. Kebutuhan pokok yang dimaksud 
ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal. 


Zakat juga mensyaratkan seseorang harus terbebas dari hutang. 
Syarat ini merupakan penguat syarat kekayaan wajib zakat yang 
harus merupakan kepemilikan penuh. Karena dengan adanya 
hutang, berarti harta yang kita miliki masih bercampur harta milik 
orang lain, maka apabila kita ingin mengeluarkan zakat 
sedangkan kita masih mempunyai hutang, maka harus kita lunasi 
terlebih dahutu hutang-hutang yang kita miliki. Apabila setelah 
dibayarkan hutang-hutangnya tapi kekayaannya masih mencapai 
nishab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi sebaliknya 
apabila tidak mencapai nishab setelah dilunasinya hutang-hutang 
maka tidak wajib mengeluarkan zakat. 


Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut: 
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1. Islam 


Ini berdasarkan perkataan Abu Bakar al-Shiddig r.a., “Ini 
adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh 
Rasulullah SAW atas orang-orang Islam.” Seorang muzakki 
disyaratkan muslim, dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi 
orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma' dikalangan kaum 
muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan 
bagi orang Islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih 
jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya, 
sehingga tidak diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan 
yang ia miliki. 

2. Merdeka 


Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak mudabbar, 
mu'allag, dan mukatab. Alasannya adalah, kepemilikan 
mukatab lemah, dan yang lain (mudabbar dan mu'allag) tidak 
mempunyai kepemilikan, Umar bin al-Khattab r.a menegaskan: 


TE Ad 
“Tiada zakat didalam harta hamba sahaya, sampai ia bebas" 
3. Kepemilikan yang sempurna 


Maksudnya harta itu dimiliki secara penuh berada didalam 
kekuasaannya dan dapat diapasajakan olehnya tanpa 
tersangkut dengan hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta 
yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang 
didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan. 


4. Nisab 


Maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan 
pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang 
dikenakan) telah melebihi batas minimal wajib zakat yaitu 
91,92 gram emas 24 karat. Dengan Nun yang dikasrahkan, 
Nisab adalah nama kadar tertentu dari harta yang wajib 
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dizakati. Ini adalah perkataan al-Nawawi dalam Kitab “al- 
Tahrir”. Oleh karena itu harta yang tidak mencapai satu nisab 
tidak perlu dizakati. 


5. Haul, 


Berdasarkan hadis, “Harta yang belum mencapai haul (satu 
tahun) tidak perlulwajib dizakati.” Hadis ini meskipun dla'if, 
namun diperkuat dengan beberapa Atsar yang shahih, yaitu 
dari para Khalifah yang empat dan shahabat yang lain. Oleh 
karena itu, harta yang belum genap sampai pada haul, 
meskipun sebentar, tidak perlu untuk dizakati. 


MACAM-MACAM HARTA YANG DIZAKATI 


Penentuan macam atau jenis harta yang wajib dizakati 
berdasar isyarat nash adalah: binatang ternak, emas, perak, 
tanaman dan buah-buahan serta harta perdagangan. 


Ibnu Hazm berpendapat jenis harta yang wajib dizakati hanya 
delapan saja yaitu: 

a. Unta e. Biji gandum 

b. Lembu f£. Kurma 

c. Kambing g- Emas 

d. Gandum h. Perak 


Terlepas dari perbedaan tentang penentuan jenis harta yang 
wajib dizakati, secara umum syara' menentukan sebagai berikut: 
Pertama : Zakat Nugud (barang-barang berharga seperti emas, 

perak, mata uang, uang kertas, chek, giro, saham dll). 
Kedua : Zakat al-Hawasyi/al-An'am (unta, kerbau, sapi, domba 
dan sejenisnya). 
Ketiga : Zakat al- Tijarah yaitu segala macam harta dagangan. 
Keempat : Zakat al-Ziraa'ah (pertanian) seperti gandum, beras, 
dan sejenis itu semua. 
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Yusuf al-Oardhawi mengungkap sebagai berikut: 


“Harta yang dikenakan wajib zakat ialah jenis hewan, emas dan 
perak, perdagangan, pertanian, barang yang diambil dari dasar 
laut, yang dihasilkan oleh binatang seperti madu dan sebagainya. 
Dan juga harta berupa bangunan yang menghasilkan produksi 
berupa pabrik dan saham yang produktif selain usaha, serta gaji 
atau honor, simpanan-simpanan dari segala usaha bekas." 


Ungkapan al-Oardhawi ini mengetengahkan realita zaman 
bahwa sumber-sumber kekayaan tidak hanya terpaku pada teks 
masa lalu sedang kenyataan masa kini telah memiliki banyak 
perubahan menurut kontek masanya. 


Pada masa dahulu jenis usaha yang mendatangkan hasil 
berkisar pada jenis tertentu saja, tetapi masa sekarang secara 
substantif beragam bentuk usaha dan profesi memang 
menghasilkan nilai berlebih dan keberagaman itu tidak menutup 
untuk diberlakukan kewajiban zakat. 


GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT 


Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci-Nya al- 
@ur'an surat at-Taubah ayat 60, 8 golongan asnaf yang berhak 
untuk menerima zakat adalah sebagai berikut : 


1. Fakir, adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga 
tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 


2. Miskin, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. 


3. Amil, adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan 
zakat. 


4. Muallaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan 
bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. 
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5. Hamba Sahaya, yang ingin memerdekakan dirinya. 

6. Gharimin, yaitu mereka yang terlilit hutang dan belum bisa 
memenuhi kebutuhan pokoknya. 

7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: 
dakwah, perang dll.). 


8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. 


KEUTAMAAN DAN MANFAAT ZAKAT 


Di antara keutamaan dan manfaat zakat sebagaimana 
dikemukakan al-Sayyid Salim adalah sebagai berikut : 


1, Bahwa zakat yang telah ditunaikan merupakan salah satu sifat 
yang dimiliki oleh orang-orang baik penghuni surga. Allah 
berfirman O.S, al-Dzariyat : 15-19 : 


“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam 
taman-taman (surga) dan di mata air: sambil mengambil apa 
yang diberikan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum 
itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik, mereka sedikit 
sekali tidur di waktu malam, Dan di akhir-akhir malam mereka 
memohon ampun kepada Allah, Dan pada harta-harta mereka 
ada hak untuk orang-orang miskin yang tidak mendapat 
bahagian." 


2. Pelaku zakat termasuk salah satu sifat yang dimiliki orang- 
orang mukmin yaitu mereka yang berhak memperoleh rahmat 
Allah. Allah berfirman O.S: at-Taubah : 71 


“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. 
Mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, 
dan mereka tant kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi 
rahmat oleh Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana." 
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3. Dengan berzakat Allah SWT akan menumbuh-kembangkan 
dan memberikan keuntungan bagi muzakki. Allah berfirman 
OS al-Bagarah : 276 


“Allah meniadakan dan menghapus riba, sedang terhadap shadagah 
(zakat) Allah menumbuh kembangkan serta memberi keuntungan)." 


4. Para muzakki diberi jaminan perlindungan oleh Allah dari 
sengatan terik panas pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda : 


“Ada tujuh golongan yang mendapatkan pengayoman dan 
pertolongan kecuali pertolongan Allah antara lain : seseorang yang 
bersedekah (zakat) dengan cara menghasilkannya, sehingga 
seandainya tangan kanan melakukan sedekah, tangan kiri tidak 
mengetahuinya." 


5. Zakat dapat membersihkan harta yang belum dibersihkan, dan 
yang dimaksud “membersihkan” disini adalah membersihkan 
harta halal dan bukan harta yang diperoleh denganjalan tidak 
halal. Selain berfungsi sebagai pembersih dan atau pensuci 
harta, zakat juga dapat menumbuhkembangkannya, sehingga 
pelaku zakat (muzakki) akan terbuka baginya pintu-pintu 
rezeki. Nabi SAW bersabda : 


“Sedekah (zakat) tidak akan mengurangi nominal harta yang 
dimiliki." 
PERHITUNGAN ZAKAT 


Ulama berbeda pandangan tentang jenis-jenis harta yang 
dikenakan wajib zakat. Diantara mereka ada yang berpendapat 
dengan menentukan jenis-jenis yang telah disebutkan 
berdasarkan nash dan yang lain tidak membatasi jenis tertentu. 


Berikut ini adalah dua pandangan fugaha seputar penentuan 
jenis-jenis harta yang dikenakan kewajiban zakat: 


Pertama : kelompok yang mengatakan bahwa jenis-jenis harta 
yang wajib dizakati adalah jenis-jenis yang berdasarkan nash saja 
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(literalis). Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm dan para 
pengikutnya. Dasar yang dijadikan argumentasi adalah: 


1. Ketentuan nash yang menjamin terpilihnya harta seorang 
muslim, ketentuan itu mengatakan bahwa harta seorang 
muslim tidak dapat diganggu gugat kecuali berdasarkan 
ketentuan syara' (nash). 


2. Kewajiban zakat merupakan taklif syari'ah dan hal yang tidak 
ditaklif berdasarkan syara' sesuatu yang tidak dapat diper- 
tanggungjawabkan. Dalam agama, tidak diperkenankan 
membuat aturan di luar ketentuan Allah. 


Kedua: kelompok yang berpendapat bahwa kewajiban zakat 
tidak terbatas pada jenis-jenis harta sebagaimana disebut di nash. 
Akan tetapi jenis-jenis lain diluar ketentuan yang disebut oleh 
nash juga wajib dizakati, sepanjang harta itu berkembang, bahkan 
Abu Hanifah (w. 150 H) mengatakan “tidak harus melewati batas 
nisab”. 

Kelompok ini mendasarkan pandangannya dengan argumentasi 
sebagai berikut: 


1. Mengambil dalil dari keumuman nash-nash al-Ouran dan al- 
Sunnah tentang ketentuan setiap harta yang terdapat di 
dalamnya bagian yang wajib disedekahi atau dizakati. 


2. Bahwasanya setiap orang kaya dan setiap harta menghajatkan 
pembersihan dan pensucian akan keberadaannya. 

3. Adanya aspek pertumbuhkembangan dan keuntungan, 
melihat sudut pengembangan yang mendatangkan keuntungan 
dapat dianalogikan kesetaraan wujudnya dengan jenis-jenis 
harta yang wajib dizakati seperti isyarat al-Nash. 

Misalnya: pengelola gedung atau apartemen, pabrik mem- 
produksi barang dan lain-lain. gedung yang disewakan apalagi 
bertingkat, demikian juga pabrik akan memberikan keun- 
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tungan besar dibanding tanah pertanian atau perkebunan. oleh 
karenanya pemilikan atas aset jenis-jenis semacam ini justru 
lebih utama dikenakan atasnya kewajiban zakat. 

4. Keberadaan jenis-jenis harta produktif yang dikenakan zakat 
diluar ketentuan nash akan menjadi penopang ekonomi kaum 
lemah (fakir miskin) dan menjadi tumpuan bagi ekonomi umat 
Islam umumnya. 


Atas dasar empat pertimbangan sebagaimana dikemukakan 
di atas, maka pendukung kelompok ini tidak membatasi 
kewajiban zakat hanya pada jenis harta tertentu, tetapi yang 
penting jenis itu produktif dan bermanfaat bagi masyarakat yang 
membutuhkan. 


Zakat terdiri atas zakat fitrah dan maal. Harta yang dikenakan 
zakat adalah: emas, perak, uang, perdagangan, hasil pertanian, 
hasi: perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil 
peternakan, hasil pendapatan (profesi), jasa dan rikaz. 
Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar dan waktunya 
ditetapkan berdasarkan hukum agama 


EMAS, PERAK, DAN UANG 


Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa 
emas, perak dan uang terdapat dalam al-Our'an surat at-Taubah 
ayat 35. 


Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua 
fungsi selain merupakan tambang elok hingga sering dijadikan 
perhiasan juga emas dan perak dijadikan mata uang yang berlaku 
dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak 
sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karenanya 
leburan logam, souvenir, ukiran atau yang lain termasuk dalam 
kategori emas atau harta wajib zakat. 


Gambaran Umum Zakat 17 


Perhitungan nishab, kadar dan waktunya 


Nisab emas dan mata uang emas lainnya ialah sebanyak 20 
misgal, yaitu sama dengan 91,92 gram emas murni. (1 misgal - 
4,25 gram). 


Sedangkan nisab perak serta mata uang perak lainnya adalah 
200 dirham, atau sama dengan 642 gram perak murni. (1 dirham 
22,975 gram). 


Dalam muktamar yang ke-2, Lembaga Riset Islam telah 
mengambil suatu keputusan yang berbunyi: (Nisab kekayaan 
uang logam, mata uang, giral serta komoditas perdagangan 
dihitung berdasarkan harga nisab emas. Yang telah mencapai 
harga 20 misgal emas, maka harus dibayarkan zakatnya karena 
nilai emas lebih stabil dibandingkan yang lainnya). 


Untuk mengetahui harga pasaran 1 misgal emas yang berlaku 
sekarang dapat ditanyakan kepada para spesialis yang ahli dalam 
bidang ini. 


PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN 


Urudh ialah bentuk jamak dari kata ardh yang artinya, harta 
dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai 
bentuk jamak dari kata 'ardh, yang artinya barang selain emas 
dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis 
binatang, tanaman, pakaian, maupun barang yang lainnya yang 
disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk kategori ini, 
menurut mazhab Maliki, ialah perhiasan yang diperdagangkan. 
Dalam hal ini dijelaskan dalam al-Gur'an bahwa semua jenis harta 
yang diperuntukkan untuk dijualbelikan (OS. al-Bagarah: 267) 
dan (HR. Abu Daud). Baik berupa barang seperti alat-alat, 
pakaian, makanan, hewan ternak, mobil perhiasan dll. Maupun 
berupa jasa seperti konsultan, jasa kontruksi, pengacara, notaris, 
travel biro, biro reklame, transportasi, akuntan publik, dil. 
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Diusahakan oleh perorangan, maupun oleh usaha perserikatan 
seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan, maupun PT. 


Sedangkan zakat perusahaan hampir sama dengan zakat 
perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan 
bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut : 


» Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan 
maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan 
zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,596. 


“ Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi 
maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat 
investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan 
dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak 
dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 546 atau 
1046. 59o untuk penghasilan kotor dan 10 Yo untuk penghasilan 
bersih. 


Perhitungan nishab, kadar dan waktunya 


Ketentuan zakat perdagangan: 

1. Berjalan 1 tahun (haul), pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan 
realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdaga- 
ngan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian 
dikeluarkan zakatnya. 

2. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu 
senilai 91,92 gr emas. 

3. Kadar zakatnya sebesar 2,546. 

. Dapat dibayar dengan uang atau barang. 

. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. 


Perhitungan: (Modal diputar # Keuntungan # piutang yang 
dapat dicairkan) - (hutang # kerugian) x 2,576. 


Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, 
penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut, 


Dm 
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pesawat udara, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih 
diantara 2 (dua) cara : 


1. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta 
kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) 
penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel, dll, kemudian 
keluarkan zakatnya 2,596. 


2. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung 
dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu 
tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 1096. Hal ini digiyaskan 
dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana 
perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil 
pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya. 


Contoh : 


Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, 
industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu 
maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, DII) 
nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 91,92 gram emas 
murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup 
buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar 
atau setara dengan 91,92 gram emas (asurnsi jika per-gram Rp 
75.000,- - Rp 6.894.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat 
sebesar 2,5 96. 


Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama), maka 
jika semua anggota syirkah beragama Islam, zakat dikeluarkan 
lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang 
bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non 
muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah 
muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab). 


Cara Menghitung : 


Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari 
salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini : 
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1. Kekayaan dalam bentuk barang 

2. Uang tunai 

3. Piutang 

Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib 
dizakati adalah yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak. 


Contoh : 

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 
1995 dengan keadaan sbb : 

“ Sofa atau Mebel belum terjual 5 set Rp 10. 000.000 

« Uang tunai Rp 15.000.000 

“ Piutang Rp 2.000.000 

“ Jumlah Rp 27.000.000 

« Utang & Pajak Rp 7.000.000 

“ Saldo Rp 20.000.000 

“ Besar zakat -2,5 Yo x Rp 20.000.000,- - Rp 500.000,- 


Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah 
dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dll, tidak termasuk 
harta yang wajib dizakati sebab termasuk kedalam kategori 
barang tetap (tidak berkembang) 


HASIL PERTANIAN 

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman 
yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, 
buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dil. 





Zakat diwajibkan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan 
yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan 
menginvestasikan tanah (menurut mazhab Abu Hanifah dan 
ulama fikih lain). Tetapi tidak diwajibkan atas tanaman liar yang 
tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput, pohon kayu bakar, 
bambu dan lain-lain kecuali jika diperdagangkan, dalam hal ini 
harus dizakati seperti zakat komoditas dagang. 
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Dalam zakat tanaman tidak disyaratkan haul tetapi diwajibkan 
setiap musim panen, sesuai dengan firman Allah SWT “Dan 
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan 
zakatnya.” (OS. al-An'am: 141). 


Oleh karena itu seandainya tanah pertanian dapat menghasil- 
kan panen lebih dari sekali dalam setahun, maka wajib dikeluar- 
kan zakatnya setiap panen. Karena haul disyaratkan untuk 
menjamin pertumbuhan harta, dalam hal ini pertumbuhan telah 
terjadi sekaligus. : 


Kalau pengairan tanaman dilakukan dengan gabungan dua 
cara antara yang memakan dan tidak memakan biaya tinggi, maka 
dikenakan ketentuan berdasarkan yang lebih dominan. Kalau 
perbandingannya sama, maka volume zakat yang harus dibayar 
adalah sebesar 7,596, jika tidak diketahui perbandingannya maka 
sebesar 1076. 

Hasil panen dipotong dengan biaya yang dikeluarkan selama 
proses penanaman selain biaya irigasi, seperti benih, seleksi, biaya 
panen dan lain-lain menurut mazhab Ibnu Abbas. Tetapi 
disyaratkan biaya itu tidak lebih dari sepertiga hasil panen. 

Jika tanaman atau buah-buahan itu dihasilkan dari tanah 
sewaan, maka zakatnya wajib dibayar oleh pemilik tanah tersebut 
bukan oleh si penyewa. Kemudian si pemilik menggabungkan 
hasil bersih sewanya dengan kekayaan uang yang lain, lalu 
membayar zakatnya sebesar 2,594 ketika haul. 

Jika tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan dari kontrak 
muzara'ah atau musagat (yaitu kerjasama antara pemilik tanah 
dengan petani yang akan menanam dan mengurusinya dengan 
persetujuan bagi hasil), maka zakatnya diwajibkan atas kedua 
belah pihak sesuai dengan persentasi hasil masing-masing, bila 
mencapai nishab. 

Tanaman yang masih termasuk satu jenis, disatukan satu sama 
lain seperti biji-bijian atau buah-buahan. Namun di antara jenis 
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itu tidak boleh disatukan seperti antara buah-buahan dan sayur- 
sayuran. 

Syarat-syarat wajib zakat hasil bumi adalah sebagai berikut: 
1. Orang Islam. 
2. Orang merdeka (bukan hamba sahaya). 
3. Milik sebenarnya. 
4. Sampai nishab. 


Perhitungan nishab, kadar dan waktunya 


Nishab hasil pertanian adalah 5 wasag atau setara dengan 815 
kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti 
beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 815 
kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu 
selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, 
daun, bunga, dil, maka nishabnya disetarakan dengan harga 
nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) 
tersebut (di negeri kita « beras). 

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air 
hujan, atau sungai/mata/air, maka 1096, apabila diairi dengan cara 
disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 576. 


Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang 
disirami zakatnya 596. Artinya 576 yang lainnya didistribusikan 
untuk biaya pengairan. Imam az-Zargani berpendapat bahwa 
apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan 
(sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka 
kadar zakatnya 7,596 (3/4 dari 1/10). 


Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan 
tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk 
mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisida 
dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya 
(apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 1076 atau 596 
(tergantung sistem pengairannya). 
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HASIL PERKEBUNAN DAN PERIKANAN 


Mengenai nishab hasil perkebunan digiyaskan sebagaimana 
nishab perdagangan, sebab hasil perkebunan di sini bukanlah 
pertanian yang dianalogikan sebagai kebutuhan pokok. Tetapi 
perkebunan mencakup segala hasil bumi yang menghasilkan, 
seperti perkebunan karet, jati, buah-buahan, teh, kelapa, dan lain 
sebagainya, yang inti dari hasil pendapatan tersebut berasal dari 
perdagangan, sehingga kadar perhitungannya disesuaikan 
dengan nishab perdagangan. 


Perhitungan zakat perkebunan dilihat dari hasil jual belinya. 
Hasil penjualan dari perkebunan tersebut digabungkan dari awal 
dan akhir dalam satu tahun -jika mencapai satu nishab- kemudian 
dikeluarkan zakatnya. Nishab zakat perkebunan sama dengan 
nishab perdagangan yaitu sesuai dengan nishab emas yang senilai 
91,92 gr emas, kadar zakatnya sebesar 2,5 fb, dapat dibayarkan 
dalam bentuk uang tunai maupun barang. Sedangkan syarat wajib 
zakat hasil perkebunan adalah: orang Islam, merdeka, milik 
sebenarnya (milik penuh), dan sampai satu nishab 


Sedangkan hasil perikanan, disini dicontohkan dengan seorang 
nelayan yang menangkap ikan di laut kemudian hasil 
tangkapannya tersebut dijual, maka dia wajib mengeluarkan zakat 
seperti zakat niaga yaitu 2,596, demikian itu bila hasilnya telah 
sampai senishab seperti nishabnya mata uang. 


Suatu contoh: suatu penangkapan ikan menghasilkan satu ton 
ikan, kemudian dijual kepada konsumen seharga Rp. 4.000.00'- 
berapa zakat yang harus dibayar. 

Zakatnya: Rp. 4.000.00,- x 2,5 Yo - Rp. 100.000,- 


HASIL PERTAMBANGAN 


Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di 
dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, 
perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, 
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dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari 
laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll. 


Ma'din (petambangan) ada tiga macam : 


1. Benda padat yang dapat dibentuk (dicairkan dan diolah) 
seperti emas, perak, aluminium, timah, tembaga, besi, giok 
dll. Inilah harta yang zakatnya wajib dikeluarkan sebanyak 
seperlima, walaupun harta tersebut tidak mencapai nishab. 


2. Barang tambang padat yang tidak mencair dan tidak bisa 
dicetak dengan cara memanaskannya dengan api. Misalnya 
kapur, batu celak, racun tikus, dan semua jenis bebatuan, 
seperti yagut dan garam. 


3. Benda cair, tidak padat seperti minyak, aspal dan tanah, 


Zakat yang wajib dikeluarkan dari barang tambang ialah 
seperempat puluh. Dengan catatan harta tersebut telah mencapai 
nishab, pemiliknya ialah orang merdeka dan muslim. Syarat 
dalam harta ini sama dengan zakat. Hanya saja dalam zakat harta 
barang tambang, tidak ada syarat harus mencapai haul, melainkan 
ia wajib dizakati seketika, seperti halnya tanaman. 


Barang tambang yang wajib dizakati hanya emas dan perak. 
Barang tambang yang lainnya tidak wajib dizakati, misalnya 
tembaga, timah, air raksa dan yang lainnya kecuali jika barang- 
barang tambang tersebut diperdagangkan. 


Menurut imam Syafi'i barang tambang tidak sama dengan 
rikaz. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu 
tempat yang diciptakan Allah SWT. Ia hanya khusus berkenaan 
dengan emas dan perak. 


Perhitungan nishab, kadar dan waktunnya 


Zakat Hasil Tambang (Ma'din) dikeluarkan untuk setiap 
barang hasil dari penambangan yang dilakukan. 
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Hasil tambang tidak disyaratkan haul, zakatnya wajib dibayar 
ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul 
disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedang dalam 
hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti 
dalam zakat tanaman. 


Termasuk dalam barang tambang semua hasil yang digali dari 
daratan atau pun dari dasar laut, sementara yang dikeluarkan 
dari laut itu sendiri, seperti mutiara, ambar dan marjan, harus 
dizakati seperti zakat komoditas dagang. 















































Tabel zakat tambang 
JENIS KADAR WAKTU 
NO| tamsana | NSAB | zakar | PENYERAHAN KETERANGAN 
1 3 
senilai 
Jaman 91,92 gam 
emas mumi 
2 | Tambang Senilai 642 
perak gram perak 
Menurut mazhab Hanafi, 
Tambang Maliki, dan Syafi!, wajib 
selain emas dizakati apabila 
a Iaanperar, | seniai diperdagangkan 
seperti platina, | nisab emas (dikatagorikan zakat 
besi, timah, perdagangan). Menurut 
tembaga, dsb. mazhab Hanati, kadar 
zakatnya 20 4 
Menurut mazhab Hanafi, 
Tembang. Maliki, dan Syaf"l, wajib 
«| atubatuan, | Seriai asn | Ketika dizakati apabila 
Be luar, | nisab emas memperoleh diperdagangkan 
dab. - ' (dikatagorikan zakat 
5 perdagangan). 
Tambang Senilai Ketika 
8 |minyakgas Inisabemas | 25” | memperoleh | Sda. 
HASIL PETERNAKAN 


Dasar hukum wajib zakat bagi binatang ternak adalah hadis 
Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang wajib dikeluarkan 
zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun ditempat 
pengembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengang- 
kutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya. 
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Syarat wajib zakat binatang ternak para ulama mensyaratkan 
lima hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meski- 
pun masih ada perselisihan pendapat didalarnnya, sebagai 
berikut: 


1. Binatang temak itu adalah unta, sapi, dan kambing yang jinak, 
bukan kambing liar. 


2. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab zakat 
sebagaimana dijelaskan didalam sunnah. 


3, 4. Pemilik binatang ternak itu telah memilikinya selama satu 
tahun penuh, terhitung sejak hari pertama dia memilikinya, 
dan pemilikan itu tetap tertahan padanya selama masa 
kepemilikan itu. Jika kepemilikan itu belum berlangsung satu 
tahun, dia belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya 
karena ada riwayat yang menjelaskan “tidak ada zakat dalam 
harta kekayaan kecuali bila pemilikan itu telah berlangsung selama 
satu tahun penuh", 


5. Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri 
(sa'imah) selama atau kebanyakan satu tahun, dan bukan 
binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya 
pemiliknya (ma'lufah), tidak dipakai untuk membajak dan 
sebagainya. 

Syarat zakat ternak : 

1, Sampai haul. 

2. Mencapai nishab. 


3. Digembalakan dan mendapat makanan di lapangan tempat 
penggembalaan terbuka. 


4. Tidak dipekerjakan. 
5. Tidak boleh memberikan ternak yang cacat dan tua (ompong). 
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Perhitungan zakat sapi, kerbau dan kuda 


Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 
30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), 
maka ia telah terkena wajib zakat. 


























Jumlah Ternak (ekor) Zakat 
30-39 1 ekor sapi jantan/betina tabi' (a) 
40-59 L ekor sapi betina musinnah (b) 1 
60-69 2 ekor sapi tabi' 
70-79 1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi' 
80-89 2 ekor sapi musinnah 





Keterangan: a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2 
b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3 
Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya 
bertambah 1 ekor tabi'. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 
ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah. 


Kambing/domba 


Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa domba juga wajib 
dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijma dan sunnah. Nishab 
kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah 
memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib 
zakat. 




















Jumlah (ekor) | Zakat 
40-120 | 1 ekor kambing (2th) atau domba (1th) 
121-200 | 2 ekor kambing/domba 
201-300 |3 ekor kambing/domba 





Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka 
zakatnya bertambah 1 ekor. 


Ternak unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan perikanan 


Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan 
berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan 
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kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak 
unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar - 
4,25 gram emas murni) atau sama dengan 91,92 gram emas. 
Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada 
akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa 
modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 91,92 
gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,596. 


Contoh : Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor 
ayam perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan 
keuangan sbb: 


1. Ayam broiler 5600 ekor seharga Rp 15.000.000 


2. Uang Kas/Bank setelah pajak Rp 10.000.000 
3. Stok pakan dan obat-obatan Rp 2.000.000 
4. Piutang (dapat tertagih) Rp 4.000.000 

Jumlah Rp 31.000.000 
5. Utang yang jatuh tempo Rp 5.000.000 


Saldo Rp 26.000.000 
Besar Zakat - 2,5 Yo x Rp.26.000.000,- - Rp 650.000 


Catatan : 

Kandang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta 
yang wajib dizakati. Nishab besarnya 91,92 gram emas mumni, 
jika @ Rp 25.000,00 maka 91,92 x Rp 25.000,00 - Rp 2.298.000,00 


Unta 


Yang termasuk kategori unta disini ialah jantan dan betina, 
besar dan kecil karena yang kecil diikutkan kepada yang besar. 
Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 
5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjutnya zakat 
itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah. 
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Jumlah (ekor) Zakat 

5-9 1 ekor kambing/ domba (a) 
10-14 2 ekor kambing/domba. 
15-19 3 ekor kambing/ domba. 
20-24 4 ekor kambing/ domba 
25-35 1 ekor unta bintu Makhad (b) 
36-45 1 ekor unta bintu Labua (c) 
45-60 1 ekor unta Higah (d) 
61-75 1 ekor unta Jadzah (e) 
76-90 2 ekor unta bintu Labun (c) 
931-120 Z ekor unta Higah (d) 

Keterangan: 


(a). Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur 
satu tahun atau lebih. 

(b). Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2 

(c). Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3 

(d). Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke-4 

(e). Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5 


Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka 
zakatnya bertambah 1 ekor bintu Labun, dan setiap jumlah itu 
bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor Higah. 


HASIL PENDAPATAN DAN JASA 


Zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari 
penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. 
Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, 
konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dll. 


Dasar Hukum Syari'at, sebagaimana firman Allah SWT al- 
Our'an surat al-Bagarah ayat 267 


“Wahai orang-orang yang beriman, infagkanlah (zakat) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 
Kami keluar-kan dari bumi untuk kamu”. (OS Al Bagarah: 267). 
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Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil 
usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk 
pendapat para pekerja dari gaji atau pendapatan dari profesi 
sebagai dokter, konsultan, seniman, akuntan, notaris, dan 
sebagainya. Imam ar-Razi berpendapat bahwa konsep “hasil 
usaha” meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh yang 
dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. 


Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan 
profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu 
untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi jika hasilnya tidak 
mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi 
mustahig (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar 
untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka 
baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud 
adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan 
biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. 


Syarat Wajib Zakat Pendapatan 

1. Islam 

2. Merdeka 

3. Milik Sendiri 2 

4. Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat. Hasil usaha 
tersebut termasuk pendapatan, yang terdiri dari kumpulan 
honor, gaji, bonus, komisi, pemberian, pendapatan profesional, 
hasil sewa dan sebagainya. 

5. Cukup Nishab. Nishab bagi zakat pendapatan/profesi ini 
merujuk kepada nilai 85 gram emas, dengan harga saat ini. 
Masa satu tahun adalah merupakan jarak pengumpulan hasil- 
hasil yang diperoleh dari berbagai sumber selama satu tahun. 

6. Cukup Haul. Kontek haul dalam zakat pendapatan adalah jarak. 


Perhitungan nishab, kadar dan waktunya 


Nisab zakat pendapatan/profesi setara dengan nisab zakat 
tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasag atau 652,8 kg gabah 
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setara dengan 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,596. Waktu 
untuk mengeluarkan zakat profesi pada setiap kali menerima 
digiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman yaitu setiap 
kali panen. 


Contoh perhitungan: 

" Nisab sebesar 520 kg beras, asumsi harga beras 4000 jadi nilai 
nisab sebesar 520 x 2000 - 2.800.000,- 

“ Jumlah pendapatan perbulan Rp 3.000.000,- 

“ Zakat atas pendapatan (karena telah mencapai nisab) 
3.000.000,- x 2,5 Yo - 75.000,- 


Sedangkan Untuk usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti 
perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, penyewaan mobil, bus/ 
truk, kapal laut, pesawat udara, terdapat dua cara perhitungan 
zakat : 

1. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta 
kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) 
penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel, kemudian keluarkan 
zakatnya 2,595. 

2. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung 
dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu 
tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 1096. Hal ini 
digiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana 
perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil 
pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya. 


ZAKAT RIKAZ 


Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa 
disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang 
ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. 
Maksudnya ialah barang yang ditanam orang jahiliyah. Sepeti 
emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan laian-lain. Para 
ahli fikih telah menetapkan bahwa orang yang menemukan 
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benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya, berdasarkan 
hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah ahli hadis, yang berasal 
dari Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa “rikaz itu harus 
dikeluarkan zakatnya seperlima bagian. Sudah merupakan 
kesepakatan para ulama bahwa benda-benda yang tesimpan di 
dalam tanah adalah rikaz, karena benda-benda tersebut 
terpendam didalamnya. 


Orang muslim atau yang lainya menemukannya secara 
kebetulan ketika menggali tanah atau boleh dengan menyewa 
seseorang untuk mencarinya, dengan syarat tanpa bersusah payah 
dalam mencari atau mengeluarkan biaya. Rikas seperti barang 
temuan yang ditemukan manusia di padang pasir atau di jalan 
yang biasanya tidak dilewati manusia. Dari rikas ini dikeluarkan 
zakat. 


Ada kalanya rikas terdapat di tanah yang tidak subur atau 
tanah yang tak diketahui pemiliknya atau di jalan yang tidak 
dilewati atau desa yang kosong. Harta itu dikenakan khumus 
(seperlima) dengan kesepakatan fugaha dan empat perlimanya 
bagi yang menemukanya. 


Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dari 
Amru ibn Syuaib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, ketika 
Rasulullah s.a.w ditanya tentang barang temuan, beliau 
menjawab: “apabila terdapat di jalan yang dilewati banyak orang 
dan desa yang banyak penduduknya, cari pemiliknya selama 
setahun. Jika pemiliknya datang, berikanlah kepadanya, kalau 
tidak barang itu menjadi milikmu. Apabila tidak terdapat dijalan 
yang tidak dilewati orang, dan tidak terdapat didesa yang banyak 
penduduknya, di dalam rikaz itu dikenakan khumus (zakat 
seperlima bagian). 

Adakalanya orang menemukan benda yang berpindah dengan 
penjualan, atau hibah atau warisan. Harta itu menjadi miliknya 
menurut para ulama Hanafi dan Hambali selama tidak diakui 
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oleh pemilik pertama bahwa barang itu miliknya dan dulu 
ditanam di tanah itu atau disimpannya disitu dan kemudian lupa. 
Jika pemilik mengakui hal itu, barang itu menjadi hak pemilik 
pertama, karena ia tidak menjual tanah atau menghibahkannya 
berikut harta simpanannya, tetapi hanya menjual tanah itu saja, 
Harta yang dilupakannya disitu, kemudian diingatnya, pemilik 
kedua tidak berhak atasnya. 


Adakalanya orang menemukannya milik orang Muslim atau 
bukan Muslim. Harta itu menjadi milik hak orang yang memiliki- 
nya, menurut Abu Hanifah dan sebagian fugaha. Ada yang 
mengatakan menjadi milik orang yang menemukannya, karena 
zakat tidak dimiliki dengan memiliki tanah. Yang lebih tepatialah 
menjadi hak orang yang memilikinya terutama andai-kata diakui, 
karena ketika itu miliknya mengikuti pemiliknya atas tanah itu. 


Menurut Syafi'i penerima khumus sama dengan penerima 
zakat. Khumus dibagikan kepada kaum fakir miskin dan orang- 
orang yang berhutang serta lainnya yang disebutkan oleh ayat 
dalam al-Our'an surat at-taubah: 


“sesungguhnya zakat itu bagi orang-orang yang fakir, dan orang-orang 
miskin serta petugas yang memberikanya........". at-Taubah, 60). 


Dalil as-Syafi'i dan para pengikutnya adalah hadis yang 
diriwayatkan oleh Baihagi dari Abdullah Ibn Basyar al-Khatsami 
dari seorang laki-laki kaumnya. Ia berkata: “Saya menemukan 
sebuah pundi-pundi di kuil lama di kota Kufah. Didalamnya 
terdapat uang 4000 dirham. Aku membawanya kepada Ali raia 
berkata: “bagilah menjadi lima bagian”. Kemudian aku 
membaginya dan Ali mengambilnya seperlima dan memberiku 
empat perlima. Ketika aku berlalu, ia memanggilku dan berkata: 
“apakah diantara tetangga-tetanggamu ada orang fakir dan 
orang-orang miskin? Aku menjawab: “ya”. Ali berkata: “ambillah 
dan bagikanlah diantara mereka”. Hadis ini menunjukkan, 
khumus itu dibagikan seperti pembagian zakat. 


34 Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya 


Ulama Hanafi dan Maliki serta Hambali berpendapat, bahwa 
penerima khumus seperti penerima ghanimah, karena rikas 
menyerupainya. 

Ghanimah adalah harta dari pemenang yang semula kepunyaan 
orang-orang kafir dan mereka menanamnya di kebun dan kuil- 
kuil. Ghanimah adalah harta yang diambil dari mereka dengan 
perang antara kaum muslimin dengan mereka. Penerima 
ghanimah berbeda sedikit dengan penerima zakat. Penerima 


zakat adalah delapan, sebagaimana disebutkan dalam surat at- 
Taubah: 60. 


“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang sedang dalam perjalanan, 
sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana”. (at-Taubah: 60). 


Adapun ghanimah (harta rampasan perang), dibagi menjadi 
lima bagian. Antara lain: empat perlima dibagikan kepada para 
prajurit yang berperang dijalan Allah dan orang-orang yang ikut 
berperang. 3 

Sisanya seperlima dibagi menjadi lima bagian. Seperlima bagi 
Allah yang digunakan Rasulullah saw untuk maslahat-maslahat 
kaum muslimin. Seperlima untuk kaum kerabat, seperlima untuk 
anak-anak yatim, seperlima untuk orang-orang miskin dan 
seperlima untuk ibnu sabil, yaitu, untuk orang yang merantau 
dalam menuntut ilmu atau mencari rezeki dan sebagainya. Dalam 
hal ini dapat dikatakan bahwa harta rikas itu adalah Harta yang 
wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak disyaratkan haul dan nisab, 
manakala kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah satu 
perlima sebagaimana yang telah disepakati oleh para fugaha. 
Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Harta rikaz 
hendaklah dikeluarkan sebanyak satu perlima. 
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Abu Hanifah, Ahmad, Malik dan jumhur ulama dalam riwayat 
lain yang berasal dari malik mengatakan, bahwa orang yang 
menerima rikaz adalah sama dengan orang yang berhak pada 
pajak, yaitu dicampurkan dengan anggaraan negara. Hal ini 
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh abu Ubaidah dari Asy- 
Sya'bi: Bahwa seorang pernah mendapatkan 1000 dinar yang 
terpendam diluar kota madinah, kemudian uang itu dibawanya 
kehadapan Umar bin al-Khattab, dan Umar mengambil uang itu 
seperlimanya yaitu 200 dinar dan sisannya dikembalikan kepada 
orang yang mendapatkan uang itu, Kemudian Umar membagi- 
bagikan uang yang 200 dinar itu kepda kaum muslimin yang 
hadir disana. Setelah dibagi-bagikan, uang tersebut masih ada 
sisanya, lantas Umar berkat: “ambillah uang ini untukmu! Di 
dalam kitab al-Mughni dikatakan bahwa kalaulah uang itu 
termasuk zakat, tentu Umar membagi-bagikannya kepada orang 
yang hadir waktu itu dan juga tidak akan mengembalikannya 
kepada oarng yang mendapatkannya. Mereka berpendapat 
bahwa seperlima dari rikaz ini sama dengan seperlima dari 
ghanimah (harta rampasan perang), karena orang kafir zimmi 
pun diharuskan menyerahkannya berbeda dengan zakat. 


Siapapun yang berhak menerimanya, yang jelas penemuan 
harta terpendam itu jarang terjadi, dan hal itu belum merupakan 
sumber penting dan berarti penambahan perbendaharaan umum. 
Oleh karena itu yang penting dalam hal ini kita hanyalah 
mengetahui bagaimana hukum barang-barang tambang itu 
merupakan sumber penting yang memberikan hasil besar, tidak 
akan habis, dan kontinyu. 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 


NOMOR 38 TAHUN 1999 
TENTANG 
PENGELOLAAN ZAKAT 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


. bahwa negara Republik Indonesia menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk ber- 
ibadat menyrut agamanya masing-masing, 


. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban 
umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil 
pengumpulan zakat merupakan sumber dana 
yang potensial bagi upaya mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat, 


. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan 
untuk mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia dengan memperhati- 
kan masyarakat yang kurang mampu, 


. bahwa upaya penyempurnaan sistem 
pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan 
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Mengingat : 


3 


agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan 
berdaya guna serta dapat dipertanggung- 
jawabkan, 


. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir 


a,b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang 
tentang pengelolaan zakat, 


Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan 
Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, 


. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 


Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok 
Reformasi Pembangunan dalam rangka 
Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan 
Nasional sebagai Haluan Negara, 


. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 


Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3400), 


. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 


tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), 


Dengan persetujuan 


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 


MEMUTUSKAN 


Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN 
ZAKAT 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorgani- 
sasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan 
dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 

2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim 
atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan 
ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak 
menerimanya. 

3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang 
muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. 

4. Mustahig adalah orang atau badan yang berhak menerima 
zakat. 

5. Agama adalah agama Islam. 


6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan 
tanggung-jawabnya meliputi bidang agama. 


Pasal 2 


“Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan 
mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim 
berkewajiban menunaikan zakat.” 


Pasal 3 


“Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, 
pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahig, dan amil 
zakat”. 
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BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 


Pasal 4 


“Pengelolaan Zakat berasaskan iman dan tagwa, keterbukaan dan 
kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945.” 


Pasal 5 
“Pengelolaan zakat bertujuan : 


1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan 
zakat sesuai dengan tuntunan agama, 


2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam 
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan 
sosial: 


kl 


Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. 


BAB III 
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT 
Pasal 6 


(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang 
dibentuk oleh pemerintah. 

(2) Pembentukan Badan Amil Zakat: 
a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri: 


b, Daerah Provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Agama Provinsi, 


c. Daerah Kabupaten atau daerah Kota oleh Bupati atau 
Walikota atas usul Kepala Kantor Departeman Kabupaten 
atau Kota, 
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@. Kecamatan atau Camat atas usul Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan. 


(3) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan 
kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. 

(4) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas usul masyarakat dan 
pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. 

(5) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan 
unsur pengawasan dan unsur pelaksanaan. 


Pasal 7 


(1) Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi 
oleh pemerintah. 


(2) Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih oleh Menteri. 


Pasal 8 
“Badan Amil Zakat Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 
dan Lembaga Amil Zakat maksud sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, 
mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan 
ketentuan agama”. 

Pasal 9 
“Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat dan Lembaga 
Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan 
tingkatannya”. 

Pasal 10 
“Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan 


tatakerja Badan Amil Zakat ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri”. 
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BABIV 
PENGUMPULAN ZAKAT 


Pasal 11 


(1) Zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah. 


(2) Harta yang dikenai zakat adalah, 


a. 


PO nu 


Emas, perak, dan uang 


. Perdagangan dan perusahaan 

. Hasail pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan. 
. hasil pertambangan 

. hasil peternakan 


hasil pendapatan dan jasa 


. rikaz 


(3) Perhitungan zakat maal dan nisab, kadar dan waktunya 
ditetapkan berdasarkan hukum agama. 


Pasal 12 


(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat 
dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas 
dasar pemberitahuan muzakki. 


(2) Badan Amil Zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam 
Pp 1) 8 
pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas 
permintaan muzakki. 


Pasal 13 


Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti: 
infag, shadagah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. 


Pasal 14 


(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan 
kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. 
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(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan 
kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat 
atau Badan Amil Zakat dapat memberikan bantuan kepada 
muzakki untuk menghitungnya. 


(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau 
Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pandapatan sisa 
kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang betlaku 


Pasal 15 


Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 


BAB V 
PENDAYAGUNAAN ZAKAT 


Pasal 16 


(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahig 
sesuai dengan ketentuan agama. 


(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala 
prioritas kebutuhan mustahig dan dapat dimanfaatkan untuk 
usaha yang produktif. 


(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan 
zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan 
Keputusan Menteri. 


Pasal 17 


Hasil penerimaan infag, shadagah, hibah, wasiat, waris dan 
kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan 
terutama untuk usaha yang produktif. 
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BAB VI 
PENGAWASAN 


Pasal 18 


(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat 
dilakukan oleh unsur pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 6 ayat (5) 


(2) Pimpinan unsur pengawasan dipilih langsung oleh anggota. 


(3) Unsur pengawasan berkedudukan di semua tingkatan Badan 
Amil Zakat. 


(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, 
unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik. 
Pasal 19 


Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan 
tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan 
tingkatannya. 

Pasal 20 


Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil 
Zakat dan Lembaga Amil Zakat. 


BAB VII 
SANKSI 
Pasal 21 


(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak 
mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, 
infag, shadagah, hibah, wasiat, waris dan kafarat 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 pasal 12 dan 
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Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000: (tiga puluh juta 
rupiah) 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas 
merupakan pelanggaran. 

(3) Setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil 
Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai 
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 


BAB VIII 
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 
Pasal 22 


Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, 
pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpulan zakat 
pada perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya diteruskan 
kepada Badan Amil Zakat Nasional. 


BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 24 


(1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang 
baru berdasarkan undang-undang ini. 

(2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya 
undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang 
telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang- 
undang ini. 
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BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 


Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda- 
ngan undang-undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 23 September 1999 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


ttd. 


BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 


Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 September 1999 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 


ttd, 
MULADI 


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 
NOMOR 164 


Salinan sesuai dengan aslinya S 
EKRETARIAT KABINET RI 


Pa Biro Peraturan 

Siap 

pa g-undangan II 
2 








46 Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya 


KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 


NOMOR 373 TAHUN 2003 
TENTANG 


PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 


NOMOR 38 TAHUN 1999 


TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT 


MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 


Menimbang : 


Mengingat :1, 


3. 


4 


bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan 
organisasi Departemen Agama Republik 
Indonesia, dipandang perlu meninjau kembali 
keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 
nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang 
Pengelolaan Zakat. 


Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839): 


. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 


Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan 
Lembar Negara Nomor 3885), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 


. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 


102 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja 
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Departemen, sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002: 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 
Eselon JI Departemen Sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 
2002, 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
49 Tahun 2002 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Ventikal Departemen Agama, sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 
Tahun 2002: 

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Agama, 

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota. 


MEMUTUSKAN: 


Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama 
Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat. 


Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG 
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PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG 
PENGELOLAAN ZAKAT 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan: 


1. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang 
dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan 
pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribisikan 
dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. 


2. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengolahan zakat yang 
dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah 
untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. 


3. Unit pengumpilan zakat adalah satuan organisasi yang 
dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan 
tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang 
berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan 
swasta, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri. 


BAB II 


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN 
AMIL ZAKAT 


Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 


Pasal 2 


(1)Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan 
Amil Zakat Daerah Provinsi, BadanAmil Zakat Daerah 
Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan, 


(2)Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, 
tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. 
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(3) Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara, 
Badan Amil Zakat Daerah Provinsi berkedudukan di Ibukota 
Provinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota 
berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan Badan Amil 
Zakat Daerah Kecamatan berkedudukan di Ibukota 
Kecamatan. 


Paragraf 1 
Badan Amil Zakat Nasional | 


Pasal 3 


(1) Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, 
Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. 


(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 
seorang Ketua Umum, dua orang ketua, seorang Sekretaris 
Umum, dua orang sekretaris, seorang bendahara, divisi 
pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan 
dan divisi pengembangan. 

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang 
sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 
10 (sepuluh) orang anggota. 


(4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, 
seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 
(sepuluh) orang anggota. 


Paragraf 2 
Badan Amil Zakat Daerah 
Pasal 4 


(1)Badan Amil Zakat Daerah Provinsi terdiri atas Dewan 
Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. 
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(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, 
dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang 
pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan 
dan bidang pengembangan. 

(3) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang 
sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 
7 (tujuh) orang anggota. ' 


(4) Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, 
seorang seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 
(tujuh) orang anggota. 


Pasal 5 


(1) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas dewan 
pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana. 


(2)Badan Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang 
sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, 
seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendaya- 
gunaan dan seksi pengembangan. 


(3)Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang 
sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 
5 (lima) orang anggota. 


(4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, 
seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) 
orang anggota. 
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Pasal 6 


(1) Badan Amil Zakat Kecamatan terdiri atas dewan pertimba- 
ngan, komisi pengawas, dan badan pelaksana. 


(2) Badan Pelaksana sebagaimana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang 
sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, 
urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan 
pendayagunaan dan urusan penyuluhan. 


(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang 
sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 
5 (lima) orang anggota. 

(4)Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang 
sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 
5(lima) orang anggota. 


Pasal 7 


Pejabat Departemen Agama yang membidangi zakat dan pejabat 
Pemerintah Daerah karena jabatannya sesuai tingkatan diangkat 
dalam kepengurusan Badan Amil Zakat. 


Pasal 8 


Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil 
Zakat di semua tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat. 


Bagian Kedua 
Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab 


Pasal 9 
(1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional bertugas : 
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a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 

b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk 
penyusunan rencana pengelolaan zakat. 

c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, 
komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat: 


d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat 
sesuai wilayah operasional. 


(2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas 
memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik 
diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi. 


(3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas: 


a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan 
zakat. 


b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit 
pengelolaan keuangan zakat. 


Pasal 10 


(1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Provinsi bertugas: 

a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 

b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk 
penyusunan rencana pengelolaan zakat, 


c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, 
komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat. 


d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat 
sesuai wilayah operasional. 
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(2)Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi 
bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana 
baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas 
organisasi. 

(3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Provinsi bertugas: 


a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan 
zakat. 

b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit 
pengelolaan keuangan zakat. 


Pasal 11 


(1) Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat daerah Kabupaten/Kota 
bertugas, 

a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 

b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk 
penyusunsn rencana pengelolaan zakat. 

c. menyelenggarakan tugas :penelitian, pengembangan, 
komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat, 

d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat 
sesuai wilayah operasional. 

(2)Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah Kabupaten/ 
kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan 
Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan 
tugas organisasi. 

(3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota 
bertugas: 

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan tugas badan pelaksana dalam pengelolaan 
zakat. 
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b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit 
pengelolaan keuangan zakat. 


Pasal 12 
(1)Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan 
bertugas: 
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk 
penyusunan rencana pengelolaan zakat, 


c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, 
komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat: 

d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat 
sesuai wilayah operasional. 

(2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat kecamatan bertugas 
memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik 
diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi. 

(3)Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas 
melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat. 


Pasal 13 
Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 
(tiga) tahun. 

Pasal 14 


(1) Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat di semua tingkatan 
bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan 
Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar. 
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(2) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 
Badan Pelaksana Badan Amil Zakat di semua tingkatan dalam 
melaksanakan tugasnya secara profesional dan full time. 


Bagian Ketiga 
Tata Kerja 


Pasal 15 


Dalam melaksanakanan tugasnya masing-masing Badan Amil 
Zakat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 
di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan 
memberikan informasi antar Badan Amil Zakat di semua 
tingkatan. 


Pasal 16 


Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil 
Zakat bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, 
memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan masing-masing. 


Pasal 17 


Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil 
Zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 


Pasal 18 


Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan Badan Amil Zakat 
menyampaikan laporan kepada ketua Badan Amil Zakat melalui 
sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut 
serta menyusun berkala Badan Amil Zakat. 
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Pasal 19 


Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Badan Amil Zakat 
wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan 
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada 
bawahan. 


Pasal 20 


Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi 
Badan Amil Zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di 
bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 


BAB III 
PENGUKUHAN LEMBAGA ZAKAT 
Pasal 21 
(1) Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah. 


(2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. di Pusat oleh Menteri Agama, 
b. di Daerah Provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Agama Provinsi. 


Pasal 22 


Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan 
atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi kriteria 
dan persyaratan sebagai berikut: 


a. Permohonan untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat 
dapat diajukan oleh masyarakat dengan kriteria sebagai 
organisasi Islam dan atau Lembaga Dakwah yang bergerak di 
bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat 
Islam. 
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b. 
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Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil 

Zakat tingkat Pusat adalah: 

1. berbadan hukum: 

2. memiliki data muzakki dan mustahig: 

3. telah beroperasi minimal 2 tahun, 

4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan 
publik selama 2 tahun terakhir, 

5. memiliki wilayah operasional secara nasional minimal 10 
Provinsi, 

6. mendapat rekomendasi dan Forum Zakat (FOZ): 

7. telah mampu mengumpulkan dana Rp. 1.000.000.000 ,- 
(satu milyar rupiah) dalam satu tahun, 

8. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim 
yang dibentuk oleh Departemen Agama dan diaudit oleh 
akuntan publik: 

9. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi 
dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan 
Departemen Agama. 


. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil 


Zakat tingkat Provinsi adalah: 

1. berbadan hukum, sa 

2. memiliki data muzakki dan mustahig: 

3. telah beroperasi minimal 2 tahun, 

4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan 
publik selama 2 tahun terakhir, 

5. memiliki wilayah operasional minimal 4076 dari jumlah 
Kabupaten/Kota di Provinsi tempat lembaga berada: 

6. mendapat rekomendasi dan Kantor Wilayah Departemen 
Agama Provinsi setempat, 

7. telah mampu mengumpulkan dana Rp. 500.000.000 ,- (lima 
ratus juta rupiah) dalam satu tahun, 

8. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim 
yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama 
Provinsi dan diaudit oleh akuntan publik, 
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9. dalam melaksakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan 
Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) dan Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi wilayah operasional. 

Pasal 23 


Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 
dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian 
persyaratan. 


Pasal 24 


Pengukuhan tidak setuju dan atau dibatalakan dan dicabut, 

apabila: 

a. Pengajuan permohonan tidak memenuhi persyarataan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 23, 


b. Tidak memenuhi kelayakan sebagai Lembaga Amil Zakat. 


BABIV 
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT 
Pasal 25 


Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat 
sesuai tingkatan, sebagai berikut: 


a. Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan zakat dan 
muzakki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, 
swasta nasional dan luar negeri, 


b. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi mengumpulkan zakat dari 
muzakki pada insntansi /lembaga pemerintah dan swasta, 
perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Provinsi, 


c. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota mengumpulkan 
zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan 
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swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Kabupaten/ 
Kota, 

d. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan mengumpulkan zakat 
dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, 
perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang pengusaha di 
pasar. 


Pasal 26 


Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui Unit Pengumpulan 
Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, Daerah Provinsi, 
Kabupaten/Kota dan Kecamatan secara langsung atau melalui 
rekening pada bank. 


Pasal 27 


Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 25 termasuk zakat fitrah dan harta selain 
zakat seperti: infag, shadagah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. 


BAB V 


PERSYARATAN DAN PROSEPUR PENDAYAGUNAAN 
HASIL PENGUMPULAN ZAKAT 


Pasal 28 
(1)Pendayagunaan hasil pegumpulan zakat untuk mustahig 
dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: 
a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahig 


delapan asnaf yaitu fakir, Miskin, amil, muallaf, rigab, 
gharim, sabilillah, dan ibnu sabil: 


b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya 
memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat 
memerlukan bantuan, 


Cc. mendahulukan mustahig dalam wilayah masing-masing. 
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(2)Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha 
produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: 
a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud 
padaayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat 
kelebihan, 
b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang 
menguntungkan, 
c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. 


Pasal 29 


Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha 
produktif ditetapkan sebagai berikut: 


. melakukan studi kelayakan, 

. menetapkan jenis usaha produktif: 
melakukan bimbingan dan penyuluhan, 

. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, 
mengadakan evaluasi, dan membuat pelaporan. 


an Ko 


» 


Pasal 30 


Hasil penerimaan infag, shadagoh, hibah, wasiat, waris dan 
kafarat di dayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. 


BAB VI 
PENUTUP 


Pasal 31 


Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada 
pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 
(tiga) bulan setelah akhir tahun. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 32 


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur 
lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. 


2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Ditetapkan di Jakarta ' 
Pada tanggal .......... 18 JULI... 2003 


#MENTERI AGAMA RI 2 







“ An si 
R. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA 


' Tembusan Yth. 
1. Presiden RI, 

. Badan Pemeriksaan Keuangan: 

. Para Menteri Kabinet Gotong Royong: 

. Sekjen DPR RI: 

. Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam 
Penyelenggaraan Haji/Dirjen Kelembagaan Agama Islam/Kepala 
Balitbang Agama/ Staf Ahli Menteri Agama, 

. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 

Rektor Institut Agama Islam Negeri/Ketua Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri, Seluruh Indonesia: 

8. Para Karo/Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat di 

lingkungan Departemen Agama, 

9. Kepala Kator Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh 

Indonesia, 
10. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia: 


11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota seluruh 
Indonesia. 


Ih wN 


Na 
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI 


NOMOR D/291 TAHUN 2000 
TENTANG 


PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT 


DIREKTUR JENDERAL 


BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI 


Menimbang : 


Mengingat : 


a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan 
pengelolaan zakat sebagai potensi umat Islam 
yang dapat disumbangkan dalam pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya, maka 
diperlukan pengelolaan zakat secara 
profesional dan bertanggung jawab: 


b. bahwa untuk dapat terlaksananya pengelolaan 
zakat sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan tersebut, maka perlu diterbitkan 
keputusan Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam dan Urusan Haji Tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. 


1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 


2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan, 


3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 
Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama 
yang telah diubah dan disempurnakan terakhir 
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dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 
tahun 1984: 


4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 
Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 
Tentang Pengelolaan Zakat. 


Memperhatikan: Hasil rapat dengan instansi/unsur terkait, yaitu 
Departemen Keuangan, : Departemen 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Depar- 
temen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 
Ormas Islam, Lembaga Swadaya Mayarakat 
Pengelolaan Zakat, dan Beberapa Usulan Para 
Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota tentang Pentingnya Pedoman 
Teknis Pengelolaan Zakat. 


MEMUTUSKAN 


Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN 
URUSAN HAJI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PENGELOLAAN ZAKAT. 


BABI 
PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT 


Bagian Kesatu 
Badan Amil Zakat Nasional 


Pasal 1 


(1) Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia yang susunan kepengurusannya 
diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. 


64 Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya 


(2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan 
Pelaksana yang personalianya diusulkan kepada Presiden 
setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 


a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari atas unsur 
ulama, cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelolaan 
zakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait 
dan unsur pemerintah. 


b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat 
Nasional secara luas kepada masyarakat. 

c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat 
Nasional secara luas kepada masyarakat. 

d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan 
Amil Zakat Nasional sesuai dengan keahliannya. 

e. Calon pengurus diusulkan oleh Menteri Agama Republik 
Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia untuk 
ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Nasional. 

(3) Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus 
memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, 
profesional, dan berintegritas tinggi. 


Bagian kedua 
Badan Amil Zakat Daerah Provinsi 
Pasal 2 


(1)Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dibentuk dengan 
Keputusan Gubernur yang susunan kepengurusannya 
diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama 
Provinsi. 


(2)Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 
(1) terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan 
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Badan Pelaksana yang personalianya diusulkan kepada 
Gubernur setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 


2. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, 
cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur 
pemerintahan. 


b. Menyusun kriteria calon Badan Amil Zakat Daerah 
Provinsi. : 


c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat 
Daerah Propinsi sesuai dengan keahliannya. 


d. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi kepada Gubernur untuk 
ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Daerah 
Provinsi. 


(3) Calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi tersebut 
harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, 
berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi. 


Bagian Ketiga 
Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota 


Pasal 3 


(1) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten /Kota dibentuk dengan 
Keputusan Bupati/Walikota yang susunan kepengurusannya 
diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ 
Kota. 


(2)Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 
(1) terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan 
Badan Pelaksana yang personalianya diusulkan kepada 
Bupati/Walikota setelah melalui tahapan-tahapan sebagai 
berikut: 
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a. Membentuk tim penyeleksi yang teridiri atas unsur ulama, 
cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur 
pemerintah. 


b. Menyususn kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat 
Daerah Kabupaten/Kota. 


c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat 
Daerah Kabupaten/Kota secara luas kepada mayarakat. 


d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan 
Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 
keahliannya. 


e. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen 
Agama Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk 
ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Daerah 
Kabupaten/Kota. 


(3) Calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota 
tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan 
misi, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi. 


Bagian Keempat 
Badan Amil Zakat Kecamatan 
Pasal 4 
(1)Badan Amil Zakat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan 


Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh kepala 
Kantor Urusan Agama Kecamatan. 


(2)Susunan kepengurusan sebagaiamana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas Dan 
Badan Pelaksana yang personalianya diusulkan kepada Camat 
setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, 
cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan 
lembagaswadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur 
pemerintah. 


b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat 
Kecamatan. 


Cc. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat 
Kecamatan secara luas kepada masyarakat.. 


4. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan 
Amil Zakat Daerah Kecamatan sesuai dengan keahliannya. 

e. Calon Pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor urusan 
Agama Kecamatan untuk ditetapkan menjadi pengurus 
Badan Amil Zakat Kecamatan. 

(3) Calon pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan tersebut harus 
memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, 
profesional, berintegritas tinggi dan mempunyai program 
kerja. 


BAB Ii 
URAIAN TUGAS PENGURUS 
BADAN AMIL ZAKAT 
Pasal 5 


(1) Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan, fatwa, saran 
dan rekomendasi tentang pembangunan hukum dan 
pemahaman mengenai pengelolaan zakat. 


(2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas: 


a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat 
bersama komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. 
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b. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak 
berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh 
Pengurus Badan Amil Zakat. 


c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada 
Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas. 


d. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat 
umat tentang pengelolaan zakat. 


Pasal 6 


(1)Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal atas 
operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. 
(2) Komisi Pengawas mempunyai tugas: 
a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan. 


b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah 
ditetapkan. 


c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan 
Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian 
dan pendayagunaan. 


d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan 
syariah dan peraturan perundang-undangan. 


e. Menunjuk Akuntan Publik. 
Pasal 7 


(1)Badan Pelaksana melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat 
dalam program pengumpulan, penyaluran pendayagunaan 
zakat. 


(2) Badan Pelaksana mempunyai tugas: 


a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana 
pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. 
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b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai 
rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan 
kebijakan yang telah ditetapkan. 


c. Menyusun laporan tahunan. 


d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai 
tingkatnya. 


e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama 
Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar. 


BAB III 


KEWAJIBAN DAN PENINJAUAN ULANG TERHADAP 
PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT 


Pasal 8 


(1) Badan Amil Zakat memiliki kewajiban sebagai berikut : 
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a. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah 
dibuat. 


b. Menyusun laporan tahunan, yang di dalamnya termasuk 
laporan keuangan. 


C. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah 
diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas 
pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai 
dengan tingkatnya, selambat-lambatnya enam bulan 
setelah tahun buku terakhir. 


d. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatnya. 


e. Merencanakan kegiatan tahunan. 
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£ Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dan 
dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai 
dengan tingkatnya, kecuali Badan Amil Zakat Nasional 
dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat 
ke seluruh wilayah Indonesia. 


(2)Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya 
apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 


(3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap Badan Amil Zakat 
tersebut melalui tahapan sebagai berikut: 


a. Diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah sesuai 
dengan tingkatannya yang telah membentuk Badan Amil 
Zakat. 


b. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan 
tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau 
ulang dan Pemerintah dapat membentuk kembali Badan 
Amil Zakat dengan susunan yang baru. 


BABIV 
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT 
Pasal 9 


(1)Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang 
dibentuk Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan urusan 
untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. 


(2)Badan Amil Zakat Nasional dapat membentuk Unit 
Pengumpulan Zakat pada instansi/lembaga pemerintha pusat, 
BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota 
negara dan pada kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar 
negeri. 
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(3)Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dapat membentuk Unit 
Pengumpulan Zakat pada instansi/lembaga pemerintah 
daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang 
berkedudukan di ibukota provinsi. 


(4) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk 
Unit Pengumpulan Zakat pada instansi/lembaga pemerintah 
daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang 
berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. 


(5)Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk Unit 
Pengumpulan Zakat pada instansi/lembaga pemerintah 
daerah, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan 
di wilayah Kecamatan dan juga membentuk Unit 
Pengumpulan Zakat di tiap-tiap desa/kelurahan. 


(6) Unit Pengumpulan Zakat dibentuk dengan Keputusan Ketua 
Badan Pelaksana Badan Amil Zakat sesuai dengan 
tingkatannya. 


(7)Prosedur pembentukan Unit Pengumpulan Zakat dapat 
dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 


a. Badan Amil Zakat sesyai dengan tingkatannya 
mengadakan pendataan di berbagai instansi dan lembaga 
sebagaiamana tersebut di atas. 


b. Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya 
mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan 
lembaga sebagaimana tersebut di atas, untuk membentuk 
Unit Pengumpulan Zakat. 


c. Ketua Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya 
mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Unit 
Pengumpulan Zakat. 


(8) Unit Pengumpulan Zakat melakukan pengumpulan dana 
zakat, infag, shadagah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit 
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masing-masing, dengan menggunakan formulir yang dibuat 
oleh Badan Amil Zakat, dan hasilnya disetorkan kepada bagian 
pengumpulan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat, karena 
Unit Pengumpulan Zakat tidak bertugas mendayagunakan. 


BAB V 
PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT 
Pasal 10 
(1) Lembaga Amil Zakat adalah Institusi pengelolaan zakat yang 
sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh 


masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, 
sosial dan kemaslahatan umat Islam. 


(2) Pengukuhan dan pembinaan Lembaga Amil Zakat dilakukan 
oleh Pemerintah. 


(3)Untuk mendapat pengukuhan, Lembaga Amil Zakat 
mengajukan permohonan kepada Pemerintah sesuai dengan 
tingkatan ormas Islam yang memilikinya dengan melampirkan 
syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Akte pendirian (berbadan hukum): 

b. Data muzakki dan mustahik, 

c. Daftar susunan pengurus, 

d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah 
dan jangka panjang, 

e. Neraca atau laporan posisi keuangan, 

f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 


Pasal 11 


(1)Lemabga Amil Zakat yang telah dikukuhkan memiliki 
kewajiban sebagai berikut: 
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a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan kerja yang telah 
dibuat. 

b. Menyusun Laporan termasuk laporan keuangan. 

c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit 
melalui media massa. 

d. Menyerahakan laporan kepada Pemerintah. 


(2) Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau 
kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak 
melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan. 


(3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan Lembaga 
Amil Zakat dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan 
secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan harus dilakukan 
pencabutan pengukuhan. 


(4) Pencabutan pengukuhan Lembaga Amil Zakat dapat 
menghilangkan hak Pembina, perlindungan dan pelayanan 
dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang 
dikeluarkan sebagai pengurangan pendapatan kena pajak dan 
tidak melakukan pengumpulan dana zakat. 


BAB VI 
PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT 
Pasal 12 


(1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas 
pokok mengumpulkan dana zakat dari muzakki, baik 
perorangan maupun badan, yang dilakuakn langsung oleh 
bagian pengumpulan atau Unit Pengumpulan Zakat. 

(2)Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib 
menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap 
zakat yan diterima. 
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(3) Bukti setoran zakat yang sah tersebut harus mencantumkan 
hal-hal sebagai berikut: 


a. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil 
Zakat atau nomor lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat: 


b. Nomor urutan bukti setoran, 


c. Nama, Alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan 
dikurangkan dari penghasilan kena pajak Penghasilan, 


d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka 
dan huruf serta dicantumkan tahun haul, 


e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat, 
tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atau 
Lembaga Amil Zakat. 


(4) Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3 
(tiga), dengan rincian sebagai berikut: 


Lembar 1, (asli), diberikan kepada muzakki yang dapat 
digunakan sebaga bukti pengurangan pengha- 
silan kena pajak Penghasilan, 

Lembar2, diberikan kepada Badan Amil Zakat atau 
Lembaga Amil Zakat sebagai arsip, 


Lembar3, digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila 
zakat disetor melalui bank. 
Pasal 13 


(1)Badan Amil Zakat dan Lembaga Badan Amil Zakat dapat 
bekerjasama dengan bank di wilayahnya masing-masing 
dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki yang 
disimpan di bank atas persetujuan muzakki. 
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(2) Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan semua bank, baik 
bank pemerintah maupun bank swasta. 


(3)Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan 
kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat 
secara luas, melalui media cetak dan pembuatan leaflet yang 
disebarkan melalu petugas bank. 


(4) Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, 
maka Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat 
menyebarkan programnya melalui iklan dengan mencantumkan 
nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain. 


(5) Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening 
Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. 


Pasal 14 


(1)Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib 
menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang 
berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 


(2)Penyaluran zakat kepada mustahig harus bersifat hibah 
(bantuan) dan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan 
mustahig diwilayahnya masing-masing. 

(3)Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu 


membantu mustahig dalam menyelesaikan atau mengurangi 
masalah yang sangat mendesak/darurat. 


(4) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, 
yaitu membantu mustahig untuk meningkatkan kesejahteraan- 
nya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui 
program atau kegiatan yang berkesinambungan. 


(5)Penyaluran dana zakat harus memprioritaskan kebutuhan 
mustahig di wilayahnya masing-masing, kecuali penyaluran 
dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional 
dapat diberikan kepada mustahig di seluruh Indonesia. 
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(6) Dana non zakat seperti infag, shadagah, hibah, waris, wasiat 
dan kafarat diutamakan untuk usaha produktif. 


(7) Dalam hal tertentu, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil 
Zakat dapat menyalurkan dana zakat ke luar wilayah kerjanya, 
dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan 
Badan Amil Zakat yang berada diatasnya atau berada di 
wilayah tersebut. 


BAB VII 


MENGHITUNG ZAKAT DAN ZAKAT YANG DAPAT 
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN KENA PAJAK 
PAJAK PENGHASILAN 


Pasal 15 


(1)Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan 
kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


(2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat membantu 
muzakki menghitung zakat hartanya. 


(3) Sebagai pedoman dalam penghitungan zakat sendiri dapat 
dipergunakan tabel zakat pada lampiran Keputusan ini. 


Pasal 16 


(1)Zakat yang diterima Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil 
Zakat yang dibentuk atau dikukuhkan oleh Pemerintah dan 
Penerima zakat yang berhak tidak termasuk sebagai obyek 
pajak Pajak Penghasilan. 


(2)Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh 
wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam dan Wajib Pajak 
badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam 
kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang 
dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah boleh dikurangkan 
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dari penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang 
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). Undang- 
undang No. 38/1999, tentang Pengelolaan Zakat. 


(3) Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan 
oleh wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan 
Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk 
agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurangan 
penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang 
bersangkutan pada saat dibayarnya zakat tersebut. 


(4) Cara perhitungan pembayaran zakat atas pengahasilan kena 
pajak dari Pajak Pengahasilan berpedoman pada contoh 
penghitungan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. 


BAB VIII 
PENGAWASAN DAN PELAPORAN 


Pasal 17 


(1) Pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat dilakukan 
secara internal oleh Komisi Pengawasan Badan Amil Zakat di 
semua tingkatan, dan secara external oleh Pemerintah dan 
Mayarakat. 

(2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap 
keuangan, kinerja Badan Amil Zakat dan pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syari'ah. 

(8) Dalam hal Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan 
keuangan Badan Amil Zakat dapat meminta bantuan akuntan 
publik. 

(4) Kegiatan pengawasam dilakukan terhadap rancangan 
program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan 
dan setelah tahun buku terakhir. 
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(5)Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana 
Dewan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai 
bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi 
apabila terjadi pelanggaran. 


(6) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat 
berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja 
Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. 


(7) Dalam hal ditemukan pelanggaran maka. segera dilakukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Pasal 18 


(1) Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan 
tugasnya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
sesuai dengan tingkatnya. 

(2) Setiap Kepala Divisi, Bidang, Seksi dan Urusan sesuai dengan 
tingkatannya menyampaikan laporan kepada Ketua Badan 
Pelaksana Badan Amil Zakat melalui Sekretaris, dan Sekretaris 
menampung laporan-laporan tersebut sebagai bahan 
menyusun laporan tahunan Katua Badan Pelaksana Badan 
Amil Zakat. “ 


(3) Materi Laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan 
seperti berbagai kebijaksanaan yang telah diputuskan dan 
dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan 
pendayagunaan dana zakat. 

BAB IX 
ANGGARAN 
Pasal 19 


1. Anggaran kegitan Badan Amil Zakat bersumber dari dana 
APBN, APBD I, APBD II dan dana zakat bagian amil. 
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. Penggunaan anggaran tersebut harus berpedoman kepada 


ketentuan dan peraturan yang berlaku. 


BABX 
PENUTUP 


Pasal 20 


. Hal-hal tidak dapat dituangakan dalam keputusan ini 


dilampirkan pada keputusan ini dan menjadi satu kesatuan. 


. Pedoman teknis pengelolaan zakat ini, merupakan pedoman 


bagi instansi terkait, pengelolaan zakat dan masyarakat. 


Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 15 Desember 2000 
Direktur Jenderal 

(imbingan Masyrakat Islam dan 





fig Kamil 

062 029 
Tembusan: 
1. Menteri Agama RI, 
2. Menteri Keuangan RI: 
3. Badan Pemeriksa Keuangan, 
4. Sekjen DPR RI: 
5. Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama 


NA 


8. 


9. 


Islam/Kepala Balitbang Agama/Staf Ahli Manteri, 


. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia: 
- Rektor institute Islam Negeri/Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam 


Negeri seluruh Indonesia: 

Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi seluruh 
Indonesia, 

Bupati/Walikota Kepala Daerah Tinggat II seluruh Indonesia: 


10. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/Kota seluruh 
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Indonesia. 
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PENDAYAGUNAAN 
DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT 


Pembagian atau pendayagunaan zakat biasanya dikategorikan 
sebagai berikut: 


a. Bersifat edukatif, produktif dan ekonomis agar para penerima 
zakat pada suatu masa tidak memerlukan zakat lagi, bahkan 
diharapkan menjadi orang yang membayar zakat, 


b. Untuk fakir miskin, muallaf, dan ibnu sabil, pembagian zakat 
itu dititikberatkan pada pribadinya bukan pada lembaga 
hukum yang mengurusnya. Kebijaksaan dilakukan agar unsur 
pendidikan yang dikandung dalam pembagian zakat itu lebih 
kentara dan terasa, 


c. Bagi kelompok amil, gharim, dan sabilillah, pembagian 
dititikberatkan pada badan hukumnya atau kepada lembaga 
yang mengurus atau melakukan aktivitas-aktivtas keislaman. 


Bertitik-tolak dari nash al-Our'an surat at-taubah (9) ayat 60: 


“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), 
orang-orang yang berutang, sebagai sesuatu ketetapan yang 
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diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha 
bijaksana. 


Perumusan seperti tersebut di atas, harus didasari atas 
kapasitas bobot permasalahan yang dihadapi oleh penerima 
zakat. Disamping mempertimbangkan ketentuan umum 
pendayagunaan zakat, dipertimbangkan juga masalah praktis 
yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam 
pelaksanaan pendayagunaan seyogyanya ditelusuri dahulu 
pihak-pihak yang akan diberi bantuan agar tidak salah dalam 
memprioritaskan pihak yang seharusnya didahulukan. 


Perlu digaris bawahi bahwa sebaiknya bantuan bersifat 
produktif, yaitu dengan memberikan kail, bukan umpan. Bantuan 
dana produktif diperuntukkan bagi mustahig yang dikategorikan 
sebagai fakir-miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan. Dengan 
memperhatikan dana yang tersedia ditetapkan nama-nama 
mustahig yang berhak menerima bantuan itu, dengan Syarat: 


“Harus benar-benar dipergunakan untuk kepentingan usaha, 


“Dalam tempo yang ditentukan, dana tersebut harus dikembali- 
kan kepada lembaga pengelola zakat tanpa dipungut bunga. 
Dalam tempo tersebut, diperkirakan, mereka sudah beralih 
menjadi muzakki atau sekurang-kurangnya telah mampu 
bersedakah. 


Dalam program bantuan ini, lembaga amil harus sangat 
selektif dalam menentukan orang yang berhak menerima bantuan 
produktif tersebut, karena tidak semua pihak dapat mengelola 
bantuan tersebut dengan baik, bahkan mengembalikannya. 
Pengawasan dan pendampingan sangat dibutuhkan dalam 
program ini, guna menuntun para mustahik dapat membangun 
kehidupannya lebih baik. Meskipun begitu tidak sedikit hambatan 
yang akan dihadapi, faktor penghambat pengembalian dana 
bantuan yang bersifat peroduktif itu biasanya: 


82 Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya 


1. Pandangan mustahig sendiri yang menganggap dana itu tidak 
wajib dikembalikan lagi, karena dianggapnya tidak ada 
ketentuan mengembalikannya dalam agama, 


2. Kecilnya jumlah dana yang diberikan sebagai modal usaha, 


3. Lembaga amil sendiri belum siap secara profesional mengelola 
pinjaman dana seperti itu, dan 


4. Para mustahig belum mempunyai pola pikir berwiraswasta. 


Berdasarkan pengalaman itu, bantuan dana untuk usaha 
produktif itu kemudian dialihkan untuk menambah dana bantuan 
fisik kegiatan keagamaan, melalui sektor sabilillah. 


Selain bantuan produktif ada juga bantuan konsumtif. Yang 
dimaksud dengan dana konsumtif disini adalah bantuan kepada 
mustahig untuk dikonsumsikan karena yang bersangkutan 
dipandang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. 
Termasuk kedalam kebutuhan pokok seseorang adalah 
pendidikan, disamping makanan, perumahan dan kesehatan. 
Dalam kaitan ini bantuan yang paling menonjol adalah di sektor 
pendidikan, dengan pemberian beasiswa, baik kepada pelajar 
maupun kepada mahasiswa yang kurang mampu. 


SASARAN PENDISTRIBUSIAN 


Zakat itu dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya 
atau mustahig, yang dalam al-Our'an surat at-Taubah ayat 60, 
mustahig dibagi dalam delapan kelompok asnaf, yaitu fakir, 
miskin, amil (pengurus zakat), para muallaf, rigab (hamba 
sahaya), gharimin (orang yang berhutang), sabilillah dan ibnu 
sabil. Namun dalam melakukan pendistribusian, pengurus atau 
amil sebaiknya melakukan konsultasi dengan dengan dewan 
pertimbangan tentang asnaf mana yang harus diprioritaskan, 
karena tidak semua asnaf harus dibagikan pada waktu yang 
bersamaan. 
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Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai 
pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan 
hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggung atau 
menjamin tidak ada. Zakat fitrah dan zakat maal 
memprioritaskan kelompok ini. 


Miskin, yaitu orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan 
hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha 
tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi 
kebutuhannya, dan orang yang menanggung atau menjamin 
juga tidak ada. Sebagaimana fakir, zakat fitrah dan zakat maal 
memprioritaskan untuk kelompok ini. 


Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurusi 
zakat, baik mengumpul, membagi atau mendayagunakan. 
Bagian untuk amil, di beberapa lembaga justru dipergunakan 
untuk biaya sosialisasi zakat. 


Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru 
memeluk agama Islam tetapi masih lemah (ragu-ragu) 
kemauannya. 

Rigab (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan 
dimerdekakan oleh majikannya dengan menebus dengan 
uang. Penafsiran tentang Rigab dikalangan pengelola zakat 
malaysia, mencakup pelacur yang berada dalam kendali germo. 
Gharim, yaitu orang yang mempunyai hutang karena suatu 
kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu 
melunasinya. 

Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk 
meninggikan syi'ar agama Islam seperti membela dan 
mempertahankan agama, mendirikan tempat Ibadah, 
pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. 

Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian 
dengan maksud baik. 
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POLA PENDAYAGUNAAN 


Dana zakat yang telah terkumpul perlu direncakan 
pendayagunaannya secara konsepsional agar dapat bermanfaat 
dalam pemberdayaan kelompok asnaf atau penerima zakat. 
Karena itu pendayagunaannya dapat diprogramkan apakah 
untuk tujuan konsumtif atau produktif. Selain itu perlu juga 
disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran 
pendistribusian. 


a. Konsumtif Tradisional 


Zakat dibagikan kepada mustahig secara langsung untuk 
kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat 
fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul 
Fitri atau pembagian zakat maal untuk fakir miskin yang 
sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena 
mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka 
pendek yang bisa diberikan dalam bentuk: 

- Pembagian bahan makanan secara langsung. 

- Pemberian uang pembelian kebutuhan sehari-hari. 
- Pemberian sandang. 

- Pemberian obat-obatan. " 


b. Konsumtif Kreatif 


Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif 
dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam 
mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang 
dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain: 

- Pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin. 

« Alat-alat sekolah untuk para pelajar. 

- Bantuansaranaibadah seperti sarung, mukena dan sejadah. 

- Bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani. 

- Bantuansarana usaha untuk pedagang kecil seperti gerobak 
jualan dan sebagainya: 
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c. Produktif Konvensional 


Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, 


dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para 
mustahig dapat menciptakan suatu usaha, seperti antara lain: 


Pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau sapi 
untuk membajak sawah. 

Pemberian bantuan sarana untuk perajin seperti, alat 
pertukangan, mesin jahit dan sebagainya. 


d. Produktif Kreatif 
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Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal 


bergulir atau untuk permodalan proyek sosial seperti: 


Membangun sekolah di daerah permukiman miskin. 
Pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi 
pengembangan usaha para pedagang kecil. 

Membangun sarana kesehatan di daerah kumuh. 
Membangun tempat ibadah. 
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PROBLEMATIKA, DAN 
DINAMIKA PENGELOLAAN 
ZAKAT DI INDONESIA 


Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta yang 
memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Secara jujur harus diakui bahwa jumlah rakyat 
Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan jumlahnya 
sangat banyak (sekitar 40 juta jiwa). Dalam hal ini sangat 
diperlukan kebersamaan semua komponen (pemerintah, swasta, 
organisasi Islam dan LSM lainnya) dalam menanggulangi 
masalah kemiskinan masyarakat tersebut. 


Potensi zakat di Indonesia menurut berbagai kalangan 
pertahunnya mencapai Rp. 7 triliun. Sementara hasil survei yang 
dilakukan oleh PIRAC (Public Intererst Research and Advocacy 
Center) mengenai pola dan kecendrungan masyarakat berzakat 
di 11 kota besar menyebutkan bahwa nilai zakat yang dibayarkan 
para muzakki berkisar antara Rp. 124.200,-pertahun. Sedangkan 
nilai zakat yang dibayarkan berkisar antara Rp. 44.000,- sampai 
Rp. 339.000,- pertahun. Dari data tersebut PIRAC memperkirakan 
jumlah dana ZIS yang tergalang di Indonesia berjumlah sekitar 
Rp. 4 Triliun. Besarnya potensi dana ZIS ini dikarenakan ajaran 
agama yang menjadi motivasi utama masyarakat untuk berderma. 
Dalam hal ini juga terlihat dari salah satu hasil survei yang 
melibatkan 2500 orang responden (9976) bahwa mengaku 
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menyumbang karena dorongan agama. Kegiatan keagamaan juga 
mendapatkan porsi sumbangan yang cukup besar karena 
sebagian besar dari responden (8470) mengaku pernah 
menyumbang untuk organisasi keagamaan atau kegiatan 
keagamaan. 


Hanya sebagian kecil saja (1696) yang mengaku dalam setahun 
terakhir ini tidak pernah menyumbang organisasi atau kegiatan 
keagamaan. Sedangkan rata-rata sumbangan untuk organisasi 
atau kegiatan keagamaan pun relatif besar, yaitu mencapai Rp. 
304.679,- pertahun. Potensi akan bisa diaktualkan manakala 
langkah-langkah dan upaya sistematis dilakukan penuh amanah, 
profesional dan penuh tanggung jawab. Langkah-langkah 
tersebut antara lain mencakup sosialisasi kelembagaan dan 
pendayagunaan. 


Dalam konteks tersebut di atas kemudian muncul 2 istilah 
yang sangat berhubungan dengan zakat. Pertama: Muzakki yakni 
orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang 
berkewajiban menunaikan zakat. Kedua, mustahig atau orang 
atau badan yang berhak menerima zakat. 


Zakat perlu dikelola karena pengelolaaan yang profesional 
akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi 
masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan 
agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada 
giliranya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. 


Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran 
masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, 
meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam 
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan 
sosial, serta meningkatkannya hasil guna dan daya guna zakat. 


Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup 
pengelolaan infag, shadagah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat 
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dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzaki dan mustahig, 
baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha. 
Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, 
dalam undang-undang ditentukan adanya unsur pertimbangan 
dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, 
masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap 
pengelola, 


PERMASALAHAN ZAKAT 


Salah satu tujuan nasional negara Indonesia yang merdeka 
adalah memajukan kesejahteraan umum demi terciptanya 
masyarakat adil dan makmur. Dengan kata lain, negara Indonesia 
yang merdeka bertujuan memajukan kesejahteraan keseluruhan 
warganya bukan kesejahteraan sebagian orang atau sebagian 
kelompok masyarakat. Oleh karena itu, adalah sangat ironis 
bilamana fakta menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan 
sosial dan ekonomi yang sangat tajam dalam masyarakat 
Indonesia. Sangatlah memprihatinkan bahwa sementara negara 
Indonesia menghendaki terciptanya masyarakat adil makmur, 
fakta menunjukkan bahwa sekelompok masyarakat hidup mewah 
di tengah kemelaratan sebagian besar masyarakat lainnya. 


Dengan mudah ditemukan fakta di tengah masyarakat 
Indonesia bahwa banyak orang menghabiskan uang ratusan ribu 
bahkan jutaan rupiah di meja makan sementara lebih banyak lagi 
orang yang hanya makan nasi aking sekali sehari. Banyak orang 
tua di Indonesia yang membayar puluhan juta rupiah untuk 
fasilitas pendidikan anak-anak mereka, tetapi berlipat-lipat 
jumlah orang tua yang tidak mampu sekedar membelikan buku 
pelajaran anak mereka. Masih banyak fakta yang dapat 
dikemukakan yang menunjukkan begitu lebarnya kesenjangan 
antara kaya dan miskin di Indonesia. Zakat sebagai rukun Islam 
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merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk 
membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak 
menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan 
sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan 
kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. 


Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi 
kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan 
masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan 
sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan 
bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama 
pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan 
pelindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, 
mustahig, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu 
adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang 
berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan 
sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai 
pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 


Kesenjangan yang pada dasarnya merupakan warisan 
pemerintahan kolonial Belanda itu telah diupayakan untuk 
diperkecil oleh pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan 
masyarakat dengan melaksanakan berbagai program pembangunan. 
Program-program pembangunan itu mencakup keseluruhan 
sektor kehidupan baik di bidang mental spiritual maupun di 
bidang fisik material. Negara tidak hanya membangun gedung- 
gedung, jalan-jalan, dermaga-dermaga, dan bandara-bandara, 
tetapi juga memajukan pendidikan, mengembangkan 
kebudayaan, dan memberikan ruang-ruang seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk mengembangkan spritualitasnya. 


Berkait dengan upaya memperkecil kesenjangan ekonomi di 
antara masyarakat, negara telah menjalankan berbagai program 
seperti memungut pajak dari para wajib pajak yang hasilnya 
digunakan untuk kepentingan publik, memberikan berbagai 
subsidi, memberikan beras murah, memberikan pengobatan 
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gratis bagi keluarga miskin, dan mewajibkan pendidikan dasar 
bagi semua anak usia sekolah dengan menanggung semua 
konsekuensinya. Namun, langkah penting yang berkait dengan 
upaya memperkecil kesenjangan ekonomi diambil negara pada 
tahun 1999 dengan menerbitkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. 
Undang-Undang ini bukan hanya sebagai realisasi dari jaminan 
negara terhadap kebebasan menjalankan agama bagi warganya 
tetapi juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 
mereka untuk menunjukkan sumbangsih agama mereka dalam 
upaya menyelesaikan masalah-masalah krusial yang sedang 
dihadapi oleh negara, dalam hal ini kesenjangan ekonomi. Di 
dalam konsideran Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat disebutkan “zakat merupakan pranata 
keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang 
kurang mampu” dan “hasil pengumpulan zakat merupakan 
sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejah- 
teraan masyarakat.” 


Zakat, dengan demikian, telah diadopsi oleh negara sebagai 
salah satu instrumen untuk mengatasi problem-problem yang 
berkaitan kesenjangan. Hal itu terjadi karena ada kesamaan antara 
visi negara dengan ajaran Islam. Jika negara Indonesia meng- 
hendaki masyarakat adil makmur maka Islam secara prinsipil 
menghendaki bergulirnya dana-dana di masyarakat “supaya harta 
itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 
kamu” (Os 59: 7) dan tidak menghendaki terkonsentrasinya 
kekayaan pada segelintir orang: “Kecelakaanlah bagi setiap 
pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta lagi menghitung- 
hitung” (Os. 104: 1-2) 


Banyak instrumen yang digunakan Islam agar “harta itu 
jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja” dan 
“jangan ada pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta 
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lagi menghitung-hitung.” Di antaranya zakat, infag, shadagah, 
hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Di dalam Al Ouran, zakat 
mempunyai beberapa istilah, yakni zakat, shadagah, hag, nafagah, 
dan afuw. Namun yang berkembang pada masyarakat adalah 
istilah “zakat” digunakan untuk shadagah wajib, sedangkan kata 
“sedekah” digunakan untuk shadagah sunah. Harta yang 
dikeluarkan untuk zakat dimaksudkan untuk mensucikan diri 
dari kotoran kikir dan dosa, serta untuk menyuburkan harta atau 
memperbanyak pahala bagi mereka yang mengeluarkannya, 
karena zakat itu menunjukkan kebenaran iman. Harta yang 
dizakatkan akan dipelihara oleh Allah SWT, dan dapat diturunkan 
kepada anak cucu dengan memperoleh keberkahan dan kesucian 
serta perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan harta 
yang tidak dikeluarkan zakat, tidak akan mendapat perlindungan 
dari Allah, sebab harta itu akan lenyap dari kepemilikan melalui 
bencana yang beraneka ragam. Harta tidak akan terpakai untuk 
pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi pemiliknya di 
“akhirat” kelak. 


Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara 
orang kaya dengan fakir miskin. Pemberdayaan zakat merupakan 
perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, 
yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Lembaga 
“zakat” merupakan sarana distribusi kekayaan di dalam ajaran 
Islam yang merupakan kewajiban kolektif perekonomian umat 
Islam. Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam 
bidang sosial-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan 
beban pada kas negara semata, sebagaimana yang dilaksanakan 
dalam sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern. 


Dengan dibentuknya undang-undang tentang pengelolaan 
zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk 
menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri 
terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahig, 
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dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang 
semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. 


Dengan diaturnya zakat melalui Undang-Undang Nomor 38 
Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menunjukkan telah 
terjadinya sinergi antara agama dan negara. Sinergi itu 
merupakan langkah strategis dalam menanggulangi masalah- 
masalah yang ditimbulkan oleh kesenjangan sosial ekonomi. 
Agama adalah kekuatan yang mampu menggerakkan kesadaran 
manusia yang paling dalam untuk melakukan pengabdian 
kepada Tuhan dan berbuat amal saleh. Negara, di pihak lain, 
adalah kekuatan yang dapat memaksa orang untuk berbuat dan 
tidak berbuat sesuatu. Ketika zakat sebagai ajaran agama diung- 
kapkan dalam bahasa perundang-undangan yang nota bene 
adalah kebijakan negara, maka mestinya tidak ada lagi keraguan 
terhadap kemampuan zakat dalam mengatasi problem 
kesenjangan. 


Kenyataannya, ada orang yang melihat pengelolaan zakat di 
Indonesia hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. 
Menurutnya, pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat 
masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi 
penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi dan terwujudnya 
kesejahteraan umat Islam. Padahal, pengelolaan zakat telah 
ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu UU No 38 tahun 
1999 tentang Pengelolaan Zakat. 


Meskipun demikian, tidak sedikit masalah yang timbul dalam 
hal zakat, entah itu dari sedikitnya para muzakki yang sadar akan 
kewajibannya, atau kurang profesionalnya lembaga pengelola 
zakat, atau bahkan para penerima zakat yang belum bisa 
mengolah bantuan yang diterima, sehingga sampai saat inipun 
zakat belum mampu menjadi alternatif sebagai problem soluing 
bagi kesenjangan sosial. Tapi pada umumnya permasalahan di 
dalam zakat hanya berkisar pada tiga 'pelaku' zakat, yaitu 
muzakki, amil, dan penerima zakat itu sendiri (mustahik). 
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1. Muzakki 


Menurut Agustianto, penelitian Pusat Budaya dan Bahasa 
(PBB) UIN Jakarta bersama Ford Foundation 2005 lalu 
mencatatkan potensi dana sosial muslim Indonesia mencapai 
Rp.19,3 triliun. Jumtah tersebut terdiri dari Rp5,1 triliun dalam 
bentuk barang dan 14,2 triliun tunai. 


Secara terperinci, zakat fitrah mengkomposisi sebesar 33 
persen dari total dana sosial per tahun, yakni sekitar Rp.6,2 
triliun. Sementara, sisanya berasal dari zakat harta yang 
dihimpun sepanjang tahun. Penelitian ini diikuti 1.500 
responden di 11 provinsi, 200 mesjid, 50 lembaga ZIS 
pemerintah, dan lembaga ZIS swasta. Selain itu, penelitian 
menggunakan survey dengan metode sampling probability dan 
wawancara ditambah dengani survey public opinion dan opini 
Organisasi. 


Penelitian tersebutjuga mengungkapkan sekitar 61 persen 
zakat fitrah dan 93 persen zakat maal diberikan langsung 
kepada penerima. Berdasarkan penelitian tersebut, sebagian 
besar penerima kedua zakat mesjid dengan komposisi sebesar 
70 persen. Lembaga Amil Zakat pemerintah hanya 
menghimpun 5 persen zakat fitrah dan 3 persen zakat maal. 
Sementara Lembaga Amil Zakat Swasta hanya menyerap 4 
persen zakat maal. 


Menurut penelitian tersebut, alasan terbesar lebih 
banyaknya zakat yang disalur adalah mudah dilakukan, kecil 
jumlah zakat yang dibayar dan sulit mengakses layanan 
Lembaga Amil Zakat. Sedangkan, alasan tidak percaya kepada 
lembaga ZIS hanya sebesar 10 persen. 


Sementara penelitian Pirac menyebutkan, berdasarkan 
pengkajian lembaga tersebut, sebagian besar responden lebih 
memilih menyalurkan dana zakat karena faktor kedakatan 
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jarak. Sebanyak 86 persen dari total responden mengaku lebih 
senang menyalurkan dana zakat kepada panitia setempat. 


April 2006 lalu, Ketua Umum BAZNAS, KH.Didin 
Hafidhuddin kepada pers menyebutkan potensi zakat di 
Indonesia pertahun tercatat Rp.17,5 triliun. Namun, realisasi 
penghimpunan zakat baru sekitar 20 persen. Salah satu 
penyebab utama adalah masyarakat belum bisa sepenuhnya 
menyerahkan zakat kepada Lembaga Amil Zakat. 


Berbedanya penghitungan potensi zakat oleh UIN Syarif 
Hidayatullah, Pirac, dan lembaga riset lainnya tidak perlu 
dipermasalahkan. Namun demikian terdapat kesamaan dalam 
sejumlah informasi tersebut. Hal itu adalah penemuan atas 
besarnya potensi zakat. Hal tersebut diakui oleh sejumlah 
praktisi lembaga Amil Zakat Nasional. 


Potensi zakat yang sedemikian besar seharusnya 
menyadarkan para muzakki untuk menyalurkan sebagian 
hartanya untuk para mustahik, dan memompa motivasi para 
amil zakat untuk lebih giat lagi dalam memberdayakan dan 
menyalurkan zakat. Kenyataan minimnya penghimpunan 
dana zakat dari para muzakki disebabkan oleh beberapa 
faktor, diantaranya: 


Pertama, secara umum pemahaman umat Islam tentang 
zakat masih sangat minim dibanding pemahaman mereka 
tentang shalat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya. Sehingga 
perlu sosialisasi mengenai zakat dan urgensinya terhadap 
perekonomian masyarakat. 


Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa peran 
zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan 
oleh umat Islam yang mampu (muzakki) hanya menjadi 
kesadaran personal. Membayar zakat merupakan kebajikan 
individual dan sangat sufistik sehingga lebih mementingkan 
dimensi keakhiratan. Semestinya zakat adalah menjadi sebuah 
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gerakan kesadaran kolektif, sehingga zakat menjadi tulang 
punggung perekonomian umat. Karena, Zakat bukan hanya 
sekedar kewajiban yang mengandung nilai teologis, tetapi juga 
kewajiban finansial yang mengandung nilai sosial yang tinggi. 
Persoalan ini, tidak lepas juga dari pamahaman umat (yang 
wajib zakat) terhadap makna substansi zakat. Zakat hanya 
sebagai suatu kewajiban agama (teologis) untuk 
membersihkan harta milik dari kotoran. Pemahaman 
masyarakat seperti itu tentang zakat, akhirnya zakat di berikan 
tanpa melihat sisi kemanfaatan ke depan bagi yang berhak 
menerimanya (Mustahig). Tanpa melihat, bahwa Zakat 
memainkan peran penting dan signifikan dalam distribusi 
pendapatan dan kekayaan serta berpengaruh nyata pada 
tingkah laku konsumen. 


Kedua, Konsep fikih zakat yang dipahami masyarakat dan 
dipelajari masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio- 
kultural dan perekonomian bangsa. Misalnya saja tentang 
zakat perusahaan dan zakat profesi, sehingga banyak sumber 
dana yang belum tergali. 


Berdasarkan uraian tersebut di atas, setiap keahlian dan 
pekerjan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri 
maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang 
pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatan- 
nya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. 
Kesimpulan ini antara lain berdasarkan : 


a. Ayat-ayat Al-Ouran yang bersifat umum yang mewajibkan 
semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. 


b. Berbagai pendapat para Ulama terdahulu maupun 
sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang 
berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang 
bersifat umum yaitu “al-Amwaal", sementara sebagian lagi 
secara khusus memberikan istilah dengan istilah “al-maal 
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al-mustafad" seperti terdapat dalam figh zakat dan al-figh 
allslamy wa Adillatuhu. 


c. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran 
Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang 
dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan 
hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditi- 
komoditi tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat 
ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus 
berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nisab. 
Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat 
wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para 
ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, 
para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan 
profesi lainnya. 


d. Sejalan dengan perkembangan kehidupan atau manusia, 
khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan 
melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang 
dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan 
ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara 
industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat 
kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat 
aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. 
Karena aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar 
berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, 
akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan 
hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun 
zaman itu bebeda dan berkembang dari waktu ke waktu. 


Ketiga, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga 
pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Akhirnya 
sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional, 
yakni memberikan zakat langsung kepada ulama dan tokoh 
masyarakat lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada 
umat. 
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Mereka berpendapat bahwa memberikan secara langsung 
lebih tepat sasaran dibandingkan dengan menyerahkannya 
kepada lembaga amil zakat. Padahal, dengan cara seperti ini, 
zakat hanya berhenti pada level konsumtif alias habis begitu 
saja. Seharusnya seorang mustahik atau penerima zakat bisa 
berubah menjadi muzaki atau pemberi zakat. Hal tersebut 
dapat terwujud apabila terjadi sinergi antara muzakki, amil 
dan pemerintah sehingga zakat menjadi efektif dan efisien. 


. Lembaga Amil Zakat 


Mengenai amil zakat, seperti halnya dipaparkan dalam 
Fatwa Simposium Yayasan Zakat Internasional IV yang 
dilaksanakan di Bahrain, 17 Syawal 1414 H (29 Maret 1994 M) 
bahwa: 


Amil zakat adalah mereka yang membantu pemerintah di 
Negara-negara Islam atau yang mendapat izin atau yang 
Gipilih oleh yayasan yang diakui oleh pihak Pemerintah atau 
masyarakat Islam untuk mengumpulkan dan menyalurkan 
zakat serta urusan lain yang berhubungan dengan itu, seperti 
penyadaran kepada masyarakat tentang hukum membayar 
zakat, mencari mustahik, mengumpulkan, mentransformasi- 
kan, menggudangkan, menyimpan, dan menginvestasikan 
zakat. Para petugas amil zakat harus memenuhi ketentuan 
dan syarat-syarat yang ketat. 


Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang petugas 
zakat adalah: Islam, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat, 
sebagaimana kriteria figh. 


Para petugas zakat berhak mendapat bagian dari zakat dari 
kuota Amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat 
mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari 
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upah sekadarnya dan bahwa kuota tersebut tidak melebihi 
dari seperdelapan (1/8) zakat (12,5 70). 


Seorang petugas zakat tidak diperkenankan menerima 
sogokan, hadiah, atau hibah baik dalam bentuk uang ataupun 
barang. 


Melengkapi gedung dan administrasi Yayasan Zakat dengan 
sarana yang diperlukan. Bila sarana ini tidak dapat terpenuhi 
dari anggaran belanja negara atau dari dermawan, maka dapat 
diambil dari kuota Amil sekedarnya dengan suatu catatan 
bahwa sarana tersebut harus berhubungan erat dengan 
pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau 
berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat. 


Instansi yang mengangkat dan membentuk yayasan zakat ini, 
diharuskan mengadakan inpeksi dan menindak lanjuti 
kegiataan Yayasan Zakat, sesuai dengan cara Nabi SAW. 
Dalam mengaudit zakat. 


Seorang petugas zakat harus jujur dan bertanggung jawab 
terhadap uang yang ada di tangannya dan bertanggung jawab 
mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan 
kurang perhatiannya. 3 


Para petugas zakat harus mempunyai etika keislaman secara 
umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat 
dan selalu mendo'akan mereka begitu juga terhadap para 
mustahik, dapat menjelaskan permasalahan zakat dan 
urgensinya dalam masyarakat Islam, menyalurkan zakat 
sesegera mungkin. 

Perkembangan dan pertumbuhan pengelolaan dana zakat, 
infak dan sedekah serta wakaf (ziswaf) dalam beberapa tahun 
terakhir patut direspon secara kreatif. Perkembangan positif 
ini diakui tak pernah diduga sebelumnya. Menjamurnya 
organisasi dan lembaga pengelola zakat misalnya, tak hanya 


Problematika, dan Dinamika Pengelolaan Zakat di Indonesia 99 





tumbuh berkembang di masyarakat, tetapi kini bahkan mulai 
muncul di lembaga-lembaga resmi pemerintah (BUMN), 
maupun badan usaha swasta. 


Bank-bank pemerintah misalkan yang sebagian besar kini 
juga membuka divisi khusus pemberdayaan dan pengelolaan 
ziswaf ini. Namun, sejauh ini pengelolaan ziswaf masih saja 
didapati kendala dan hambatan. Problematika dan hambatan 
terpenting itu antara lain: 


Pertama, kurang profesionalnya para pengurus Lembaga 
amil zakat. Selain minimnya tenaga profesional, para 
pengelola lembaga zakat tidak sedikit yang hanya part time 
(paruh waktu saja), sehingga hasilnya kurang maksimal. 
Meningkatnya kesadaran umat Islam dalam membayar zakat 
tidak disertai dengan pengumpulan dan penyaluran yang 
terencana secara komprehensif. Bagaimana zakat yang punya 
peran sangat penting dalam menentukan ekonomi umat bisa 
dapat terkelola dengan baik dan professional-produktif. 
Pengelolaan yang tidak baik dan profesional menjadikan zakat 
tidak produktif dalam ikut andil mengembangkan ekonomi 
umat. 


Kedua, Kelembagaan lembaga amil zakat terkesan masih 
lemah dan tidak mudah menetapkan target. Ditambah lagi 
dengan persoalan amanah yang kurang dimiliki oleh 
penyelenggara zakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap 
lembaga amil zakat berangsur-angsur menghilang. Target 
sangat penting untuk ditetapkan dalam pendayagunaan dan 
pengumpulan zakat, agar pengelolaan tidak salah sasaran. 
Selain itu diperlukan adanya penekanan terhadap prioritas- 
prioritas para penerima zakat. Karena dengan pengumpulan 
dan penyaluran yang terencana secara komprehensif 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, 
serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. 
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Sebenarnya ada tiga kata kunci yang harus dipegang oleh 
organisasi pengelola zakat agar menjadi good organisation 
governance, yaitu amanah, professional dan transparan. 


Akibat kelembagaan yang belum kuat, sehingga banyak 
muzakki yang menyalurkannya secara langsung, Seharusnya 
pengumpulan dana zakat tidak hanya terkait dengan masjid, 
tapi masyarakat harus terlibat dalam pengumpulan dana zakat 
zakat bekerjasama dengan masjid. 


Ketiga, Perbenturan kepentingan antar organisasi pengelola 
zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan 
secara tidak sehat, perasaan akan lahannya terganggu dan lain 
sebagainya. Akibatnya, organisasi-organisasi itu terkesan 
berjalan sendiri-sendiri. 


Untuk menghilangkan kendala tersebut di atas perlu 
adanya sosialisasi lebih banyak lagi, diperlukan para tenaga 
profesional yang mampu memberikan pengertian dan 
pendampingan kepada masyarakat yang belum tahu tentang 
zakat harus kemana mereka berzakat. Untuk mensosialisasi- 
kan sadar zakat lewat lembaga zakat kepada masyarakat, 
maka seluruh lembaga zakat harus bersinergi. Selain itu, 
lembaga zakat juga dituntut transparan agar lebih dipercaya 
masyarakat. Karena kalau mereka sudah percaya kepada 
lembaga pengelola, maka akan mudah menggalang zakat. 


3. Mustahik (Penerima Zakat) 


Dalam penyaluran dana bantuan, lembaga amil zakat 
dituntut benar-benar selektif agar tidak salah sasaran kepada 
siapa bantuan tersebut harus didahulukan. Sehingga dalam 
masalah ini harus ditentukan skala prioritas agar bantuan yang 
disalurkan tepat guna dan tepat daya. 
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Bantuan dapat bersifat konsumtif dan produktif. Bantuan 
bersifat konsumtif seyogyanya diperuntukkan kepada hal-hal 
yang bersifat darurat, seperti halnya bencana alam, kelaparan, 
wabah penyakit dan sebaginya. Sedangkan bantuan produktif 
diperuntukkan bagi para mustahik yang mempunyai 
kemampuan mendayagunakan bantuan untuk mengangkat 
diri mereka hingga derajat muzakki. 


Hal tersebut diatas juga tidak mudah dilakukan tanpa 
adanya pertimbangan terlebih dahulu masalah-masalah 
praktis yang dialami calon penerima pada saat itu. Sehingga 
perlu adanya penelusuran kepada pihak-pihak yang akan 
diberikan bantuan agar tidak salah dalam memprioritaskan 
pihak yang seharusnya didahulukan. 


Harus digarisbawahi pula bahwa bantuan harus produktif, 
bantuan produktif diberikan kepada para mustahik yang bisa 
mengelola dana tersebut sehingga dapat menopang 
perekonomiannya. Dalam prakteknya diperlukan adanya 
pengawasan terhadap dana yang telah disalurkan. 


Misalkan saja bantuan dana zakat dalam bentuk pinjaman 
tak berbunga, lembaga amil zakat harus mempunyai data-data 
ditetapkan nama-nama mustahik yang berhak mendapatkan 
bantuan tersebut. Dana tersebut dapat digulirkan dengan 
syarat harus benar-benar diperuntukkan untuk usaha, dan 
dalam tempo yang ditentukan dana tersebut harus 
dikembalikan kepada lembaga pengelola zakat. Dalam tempo 
tersebut lembaga amil zakat harus bisa memperkirakan bahwa 
mustahik tersebut sudah bisa menjadi muzakki atau sekurang- 
kurangnya mampu bersedekah. 


Dalam program bantuan ini, lembaga dituntut sangat 
selektif dalam menentukan siapa saja yang berhak 
mendapatkan bantuan produktif tersebut, karena tidak semua 
pihak dapat mengelola bantuan tersebut dengan baik, alih- 
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alih mengembalikannya. Pengawasan dan pendampingan 
sangat dibutuhkan dalam program ini, guna menuntun para 
mustahik membangun perekonomiannya lebih baik. Meskipun 
demikian tidak sedikit hambatan yang akan dihadapi, faktor 
penghambat pengembalian dana bantuan tersebut biasanya 
karena pandangan mustahik itu sendiri yang beranggapan 
bahwa dana zakat mutlak dimiliki dan tidak ada ketentuan 
untuk mengembalikan di dalam agama, sehingga tidak perlu 
dikembalikan. Dalam masalah ini lembaga pengelola zakat 
harus memberikan pengertian bahwa bantuan dana zakat 
tidak harus mutlak menjadi hak milik mustahik, tetapi harus 
dilihat bahwa dana tersebut untuk membantu mustahik untuk 
berusaha mendapatkan hasil dari dana yang diberikan dengan 
mempergunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. 


Masalah lain yang menjadi alasan mustahik untuk tidak 
mengembalikan dana tersebut karena kecilnya jumlah bantuan 
yang diterimanya. Perlu diperhatikan bagi lembaga amil zakat 
untuk sedapat mungkin benar-benar selektif kepada calon 
penerima bantuan. Sebelum memberikan bantuan, lembaga 
amil zakat harus mengetahui apa yang hendak dilakukan 
mustahik dengan apa yang akan diterimanya, dan berapa 
banyak bantuan yang dibutuhkannya. Sehingga dikemudian 
hari mustahik dapat mempertanggungjawabkannya kepada 
lembaga amil zakat. Selain itu bimbingan dalam proses 
pemberdayaan dana bantuan oleh mustahik mutlak 
diperlukan agar dana yang diberikan tidak salah arah dan 
dapat dipergunakan sebaik-baiknya. 

Selain masalah di atas, terkadang timbul masalah pada 
lembaga amil zakat itu sendiri. Ketika lembaga amil zakat 
belum siap secara profesional mengelola pinjaman dana 
seperti itu yang pada akhirnya dana tersebut menghilang 
karena tidak ada tindak lanjut dari lembaga tersebut. 
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Masalah krusial Jain yaitu ketika para mustahik tidak 
mempunyai pola pikir berwiraswasta. Ini merupakan masalah 
serius yang harus dihadapi oleh lembaga amil zakat di 
manapun, karena pola pikir seperti ini menjadikan mustahik 
menjadi manja karena tidak perlu bekerja, hanya mengharap- 
kan bantuan. Pemikiran konsumtif seperti ini harus diberikan 
bimbingan dan penyuluhan intensif agar para mustahik dapat 
mandiri dalam meningkatkan tingkat perekonomian mereka 
yang lebih baik. 


Meskipun demikian bantuan konsumtif tidak semuanya 
berkonotasi negatif. Ada juga bantuan konsumtif positif yaitu 
bantuan kepada mustahik yang dipandang tidak mampu 
memenuhi kebutuhan pokoknya. Termasuk kebutuhan pokok 
pada seseorang adalah pendidikan, tempat tinggal dan 
kesehatan. Dalam kaitan ini bantuan yang paling dititikberat- 
kan adalah sektor pendidikan, dengan pemberian beasiswa, 
baik kepada pelajar maupun mahasiswa yang kurang mampu 
sehingga dapat menyelesaikan studinya, yang kemudian dapat 
meningkatkan taraf hidup mereka lebih baik. 


DINAMIKA PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA 


Zakat pada zaman Rasulullah merupakan sumber dana 
dominan yang dikumpulkan dan diperuntukkan bagi 
perkembangan ekonomi masyarakat. Dalam hadis riwayat Imam 
Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa 
Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat, lalu 
menyuruhnya untuk dikembangkan lalu dizakatkan lagi. Salim 
pun lalu mengelolanya sampai ia pun mampu memberikan zakat 
dari usaha tersebut. Sejarah tersebut menjadi tonggak awal 
bagaimana mengelola zakat sehingga menjadi sesuatu yang 
produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Landasan awal tersebut mengajak kita bagaimana mengelola 
zakat hingga menjadi sesuatu yang produktif secara professsional. 
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Sejarah perjalanan profesi amil zakat telah ditorehkan berabad- 
abad silam, dan telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para 
sahabatnya. Di Indonesia sejarah kelahiran amil zakat telah 
digagas sejak 13 abad silam. Saat Islam mulai masuk ke bumi 
nusantara. Setahap demi setahap masyarakat di berbagai daerah 
mulai mengenal, memahami dan akhirnya mempraktekkan Islam. 
Namun dalam perjalanan yang telah melewati masa berabad- 
abad tersebut, praktek pengelolaan zakat masih dilakukan 
dengan sangat sederhana dan alamiah. Setelah melewati fase 
pengelolaan zakat secara individual, sebagai kaum muslimin di 
Indonesia mulai menyadari perlunya peningkatan kualitas 
pengelolaan zakat. Masyarakat mulai merasakan perlunya 
lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah. 


Dorongan keinginan untuk melembagakan pengelolaan zakat 
ini terus menguat. Keinginan yang kuat ini mengkristal dengan 
disampaikannya saran oleh para ulama tingkat nasional kepada 
presiden pada waktu itu tanggal 24 september 1968. Untuk 
mengembangkan keberadaan lembaga pengelola zakat, akhirnya 
dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 
tentang Pembinaan Zakat dan Infak/Shadagah. Selanjutnya 
dikukuhkan dengan Keputusan bersama Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991. Hingga akhirnya 
diterbitkan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat No. 38 
Tahun 1999. Undang-undang tersebut menetapkan kewajiban 
pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan dan 
pelayanan kepada muzakki, mustahig, dan amil zakat. 
Pengelolaan yang dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk 
oleh pemerintah. Disamping itu, undang-undang juga memberi 
peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan zakat 
dan mendistribusikannya dengan syarat dan ketentuan yang 
diatur Jebih lanjut oleh Menteri Agama. Undang-undang Negara 
hanya mengatur lembaga pengelola zakat. Sedangkan hukum 
zakat tetap mengikuti ketentuan syari'ah sesuai dengan al-Our'an 
dan Sunnah. 
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Hingga saat ini pertumbuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari 
tahun ke tahun terus berkembang dan cukup membanggakan. 
Dari pertumbuhan ini dapat disirnak lebih dalam bagaimana LAZ 
bergeliat mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Salah satu 
tampak jelas adanya transparansi dan akuntabilitas dana-dana 
publik yang diamanahkan kepada lembaga zakat. Lahirnya 
lembaga amil zakat juga menyemangati masyarakat untuk 
membayar zakat melalui lembaga. Dari sisi kompetensi, amil 
zakat dituntut untuk profesional, amanah dan memahami fikih 
serta manajemen zakat. Memilih amil yang profesional pun 
dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dengan sangat ketat 
melalui proses perekrutan dengan berbagai tahapan. Mulai dari 
wawancara, tes psikologis, tes pemahaman tentang fikih dan 
manajemen zakat serta kompetensi yang berhubungan dengan 
pekerjaan yang akan dilakukan. 


Sementara itu paradigma kalau zakat itu wajib, hingga 
sosialisasi yang -biasanya- seadanyajuga sudah berubah. Promosi 
lembaga zakat kini sudah merambah multi media. Lembaga zakat 
bahkan telah berpartner dengan berbagai perusahaan untuk 
sinergi program-program pemberdayaan yang akan digagas serta 
berkreasi bagaimana membuat program yang sangat menyentuh 
aspek sosial yang sesungguhnya. Dengan program pemberdayaan 
yang menarik, kepercayaan dari donatur pun akan tumbuh. 


Pada akhirnya perkembangan lembaga amil zakat saat ini 
perlu mendapat perhatian yang serius bagi semua pihak. 
Menjamurnya Lembaga Amil Zakat jangan dipandang sebagai 
kompetisi persaingan mencari lahan. Sesungguhnya 
pertumbuhan lembaga amil merupakan upaya aktif masyarakat 
untuk memberdayakan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan 
perekonomian umat. 
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PENUTUP 


Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap 
muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan 
bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan 
yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat 
dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi 
seluruh masyarakat. 


Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 
1999 Tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan zakat dan instrumen 
ekonomi Islam lainnya dapat menjadi sumber dana yang dapat 
dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk 
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan 
kesenjangan sosial. Tentu saja diperlukan adanya pengelolaan 
zakat secara professional secara bertanggung jawab yang 
dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini 
pemerintah berkewajiban memberi perlindungan, pembinaan, 
dan pelayanan kepada muzakki, mustahig, dan pengolah zakat. 
Untuk maksud tersebut, undang-undang telah mengamanatkan 
bahwa pengelolaan zakat haruslah didasarkan atas iman dan 
takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, 
keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Undang-undang tentang pengelolaan zakat juga mencakup 
pengelolaan infak, shadagah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat 
dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki, dan mustahig, 
baik perseorangan maupun badan hukum atau badan usaha. 


Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, 
dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur 
pertimbangan dan unsur pengawasan yang terdiri atas ulama, 
kaum cendikia, tokoh masyarakat, dan pemerintah serta adanya 
sanksi hukum terhadap pengelola. 


Tujuan penglolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran 
masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, 
meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam 
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan 
sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. 


Pada akhirnya kita harus melakukan berbagai upaya agar 
zakat benar-benar membudaya di dalam kehidupan masyarakat 
berbangsa. Budaya zakat terkait dengan etos kerja dan ketentuan 
mengusahakan rejeki yang halal. Pada posisi lain, kemajuan 
pengelolaan zakat mencerminkan, pertumbuhan kesejahteraan 
ekonomi dan pendapatan masyarakat yang terukur dari sisi 
tanggungjawab sosial orang-orang kaya terhadap kaum dhuafa. 
Budaya zakat juga mempunyai korelasi positif dengan 
keseimbangan perekonomian dalam negara. Oleh sebab itu, sulit 
dibayangkan sebuah negara yang dihuni oleh penduduk 
mengalami jurang kesenjangan kemiskinan jika warga negaranya 
yang beragama Islam adalah orang-orang yang sadar dan taat 
menunaikan zakat. 
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